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PUTUSAN 


Nomor : 44/G/I2020IPTUN.Smg 


“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 


Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus 
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan 
acara biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan 
Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : ----------------------- 
Paul Jan J. Sevens. (Sevens, Paul Jan J.), Kewarganegaraan Belgia, 

Pekerjaan : - , Tempat Tinggal Jalan Sinabung | Nomor 9, 
RT.007/RW.001, Semarang: Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tanggal 08 Januari 2020, memberikan kuasa kepada : Ira 
Widiastuti, SH.,M.Hum, berkewarganegaraan Indonesia, 
pekerjaan Advokat pada “Law Office and Legal Consultant- Ira 
Widiastuti&Partners”, alamat Jalan Bukit Tunggal V/ C-III No. 9 
Bukit Permata Puri Semarang, dengan domisili elektronik (email) : 


irawidi.adv@gmail.com ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.- 


1. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Grobogan, tempat kedudukan Jalan Dr. Sutomo Nomor 5 
Purwodadi Kabupaten Grobogan, dengan domisi elektronik 
(email) : hukumgrobogan@gmail.com ; ------------------------------------- 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/75/111/2020, 
tertanggal 23 Juni 2020, memberikan kuasa kepada : ------------------ 


1. Nama : Mochamad Fachrudin, SH.: -------------------- 
Jabatan Kepala Bagian Hukum SETDA Grobogan :--- 
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi- 

Grobogan;+-------------------------------------------- 

2. Nama : Sukiswanto, S.Sos.,MAj ------------------------ 

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
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pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 


Sipil Kabupaten Grobogan, ---------------------- 


Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 5 Purwodadi 

Kabupaten Grobogan; ----------------------------- 

3. Nama : Didik Setyo Wahyudi,SH.,MH, ---------------- 

Jabatan : Kepala Subag Bantuan Hukum SETDA 

Grobogan; -----------------------------------------=-- 

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi- 

Grobogan; -------------------------------------------- 

4. Nama : Riadga Priambodo, SH; ------------------------- 

Jabatan : Kepala Subag Perundang-undangan SETDA 
Grobogan; --------------------------------- 

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi- 

Grobogan; -------------------------------------------- 

5. Nama : Danang Setio Darojat, SH, --------------------- 

Jabatan : Staf Bagian Hukum SETDA Grobogan, ------ 

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi- 

Grobogan; -------------------------------------------- 

6. Nama : Dianto Addin Nugroho, SH; -------------------- 

Jabatan : Staf Bagian Hukum SETDA Grobogan; ------ 

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi- 

Grobogan; -------------------------------------------- 


Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai 


Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grogogan; ----------- 
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; ------------------------------------- 


2. Jonathan Paul Junior Sevens, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan 
Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Bulu RT.04, RW.03, Desa 
Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, seorang anak 
dibawah umur yang dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya 
bernama Fani, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus 
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulu RT.04, RW.03, 
Desa Kropak, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Juli. 2020, memberikan 
kuasa kepada : 1. Evarisan, SH,MH., 2. Nihayatul Mukharomah, 
SH, dan 3. Santi Rahayu, SH, kesemuanya berkewarganegaraan 
Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “Legal 


Resources Center Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia 
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(LRC-KJHAM)” beralamat di Jalan Kauman Raya No. 16, Kelurahan 

Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan domisili 
elektronik (email) :  evarisan@yahoo.com:Selanjutnya disebut 

sebagai Tergugat II Intervensi; ----------------------------------------------- 
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;------------------------------------- 
Telah membaca:--------------------------------------------------------------------------------==-- 
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 
44IPEN-DIS/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2020 Tentang Lolos 
Dismissal Proses ;---------------------------------------------------------------------------- 

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 
Semarang Nomor : 44/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2020 
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut,-------- 

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 
Nomor : 44G/2020/PTUN.SMG tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan 
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;----------------------------------------- 

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/ 
PEN.PP/2020/PTUN.SMG. tanggal 16 Juni 2020, tentang hari dan tanggal 
Pemeriksaan Persiapan; ------------------------------------------------------------------- 

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/ 
PEN.HS/2020/PTUN.SMG. tanggal 07 Juli 2020, tentang hari dan tanggal 
Sidang terbuka untuk UMUM; ------------------------------------------------------------- 

6. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari pihak ketiga Jonathan 
Paul Junior Sevens, yang ditandatangani oleh kuasanya : Evarisan, 
SH.,MH, dkk, tertanggal 10 Juli 2020 Hal: Permohonan Sebagai Tergugat 
Intervensi dalam Perkara Nomor : 44/G/2020/PTUN.Smg pada Pengadilan 
Tata Usaha Negara Semarang, -------------------------------------=-------------------- 

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 44/G/2020/PTUN.SMG tanggal 14 
Juli 2020 tentang Masuknya Jonathan Paul Junior Sevens sebagai 
Tergugat II Intervensi dalam perkara ini; ----------------------------------------------- 

8. Berkas perkara yang bersangkutan dan memeriksa Saksi dan/Ahli yang 
diajukan oleh para pihak;------------------------------------------------------------------- 
----------------------------- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA  ------------------------ 
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Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui 
e-court yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 
pada tanggal 15 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor 
44/G/2020/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 7 Juli yang mendalilkan 
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------ 
Obyek Gugatan : --------------------------------------------------------------------------------- 
- Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan. Paul Junior 

Sevens terbit tanggal 5 Agustus 2009 ; -------------------------------------------------- 

l. DASAR-DASAR GUGATAN --------------------------------------------------------------- 
A. TENGGANG WAKTU |: --------------------------------------------=------------------- 

1. Bahwa Penggugat mengetahui AKTA KELAHIRAN Nomor 12.433/ 

B / 2009 atas nama JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS terbit 

tanggal 5 Agustus 2009 (obyek sengketa) tersebut pada bulan 

September 2009 pada saat Penggugat bermaksud mendaftarkan 


legalisasi Akta Kelahiran tersebut di Kedutaan Besar Belgia di 


2. Bahwa setelah adanya permasalahan pribadi antara Penggugat 
dengan isterinya (Saudari Fani) yang berujung pada perceraian dan 
dengan adanya pemeriksaan DNA dengan hasil kesimpulan 
Penggugat tersingkir dari KEMUNGKINAN SEBAGAI AYAH 
KANDUNG An. JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS” ; maka 


Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya obyek sengketa 


kepada Tergugat dengan dasar "fakta baru” berupa hasil DNA 
tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------ 
3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan beberapa upaya administrasi, 
dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan (Tergugat), dengan 
suratnya Nomor 02/IV/IW&P/2020 tertanggal 15 April 2020 ; ----------- 
4. Bahwa terhadap upaya keberatan tersebut pihak Dinas 


Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan 
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(Tergugat) telah memberikan Jawabannya/Tanggapannya melalui 
suratnya Nomor : 472.11/585/2020 tertanggal 16 April 2020 ; ---------- 

5. Bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat (Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) 
Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati 
Kabupaten Grobogan melalui suratnya Nomor O3/IV/IW&P/2020 
tertanggal 27 April 2020. Dan terhadap upaya banding administratif 
pada Bupati Kabupaten Grobogan tersebut sampai saat ini pihak 
Penggugat belum menerima jawaban/tanggapan ; ------------------------ 

6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No 6 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi 
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan 
bahwa “Tenggang waktu pengajuan gugtan di pengadilan dihitung 90 
(Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif 
diterima oleh masyarakat . . dst; 

7. Bahwa dengan demikian TENGGANG WAKTU untuk mengajukan 
gugatan terhadap obyek sengketa tersebut masih dalam tenggang 
waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 5 Peraturan 
Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 jo Pasal 5 Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT ------------------------------------------------------ 
1. Bahwa karena Penggugat sangat dirugikan kepentingannya dengan 
terbitnya Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 


Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang cacat 


Kerugian yang dialami Penggugat adalah selama ini telah 
dimanfaatkan oleh mantan istri (Saudari FANI) secara finasiil 
mengeluarkan biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, biaya 
kesehatan dan lain-lain untuk Jonathan Paul Junior Sevens. 
Sehingga apabila nama Penggugat masih tercantum dalam Akta 


Kelahiran sebagai ayah kandung dari Jonathan Paul Junior Sevens, 
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maka Penggugat masih akan dimanfaatkan secara finasiil oleh 
Saudari Fani dengan dalih kewajiban nafkah anak ; ---------------------. 
2. Bahwa Penggugat merasa sangat terbenani psikologisnya, karena 
ternyata Jonathan Paul Junior Sevens bukanlah anak kandungnya 
sehingga sangat tidak adil dan sangat merugikan apabila nama 
Penggugat tetap dicantumkan sebagai ayah kandungnya, terlebih 
saat ini Penggugat telah memiliki tanggung jawab utama sebagai 
kepala keluarga dalam rumah tangga baru ; --------------------------------- 
3. Bahwa dengan hasil pemeriksaan DNA dengan kesimpulan “Tn. 
PAUL JAN J SEVENS TERSINGKIR DARI. KEMUNGKINAN 
SEBAGAI AYAH KANDUNG An. JONATHAN PAUL JUNIOR 
SEVENS”, artinya Penggugat sudah “tidak mempunyai hubungan 


hukum” dengan “Jonathan Paul Junior sevens”, sehingga apabila 
nama Penggugat masih dipakai/tercantum dalam keputusan obyek 
sengketa, maka masih ada kewajiban dari Penggugat untuk 
memberikan nafkah/ hak hukum kepada Jonathan Paul Junior 
SEVENS ; --------------+---------------------------------------------------------------- 
4. Bahwa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 
tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan 
bahwa 
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang 
yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang 
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau 
tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi ; ------------- 
Berdasarkan uraian di atas sangat jelas Penggugat sangat dirugikan 
dengan obyek sengketa tersebut di atas, maka Penggugat 


mengajukan gugatan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 
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2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior 
SEVENS ; ------------------------------------------------------------------------------- 

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA -----------------.- 
1. Bahwa Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 
Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens memenuhi 
kriteria ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 
1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 
Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha 
Negara  mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara 
adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau 
pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum 
bagi seseorang atau badan hukum perdata” A 

2. Bahwa Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 
Agustus 2009 berupa penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Pejabat 
Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan ; ----------- 


= Bahwa keputusan obyek sengketa bersifat konkret artinya 


nyata/ada bentuk dan berwujud berupa Akta Kelahiran Nomor 
12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 ; ------------------------ 
= Bahwa keputusan obyek sengketa bersifat individual artinya Akta 
Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 


ditujukan kepada Jonathan Paul Junior Sevens ; ---------------------- 


= Bahwa keputusan obyek sengketa bersifat final artinya Akta 
Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 


tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Tergugat ; ----------- 


= Bahwa keputusan obyek sengketa membawa akibat hukum bagi 


seseorang atau badan hukum perdata karena di dalamnya 


memuat identitas/status kelahiran anak antara lain meliputi nama, 


Hal. 7 dari 68 Halaman Putusan Nomor:44/G/2020/PTUN.Smg 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin serta nama orang tua 

kandung, sehingga menimbulkan suatu akibat hukum dan 

hubungan hukum antara Penggugat dengan Jonathan Paul Junior 

SEVENS ; --------------------------------------------------------------------------- 

II. ALASAN -ALASAN GUGATAN ---------------------------------------------------------- 

1. Bahwa Penggugat pernah menikah secara sah dengan seorang 

perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Saudari FANI 
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 

830/19/X11/2005 tanggal 29 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan ; ----------------- 

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama 

Jonathan Paul Junior Sevens di Grobogan pada tanggal 15 Juli 2009 

sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 

terbit tanggal 5 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat ; ------------- 

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Saudari FANI telah 

berakhir karena sebab perceraian sebagaimana tertuang dalam Putusan 

Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 1864/Pdt.G/2014/PA.Pwd dan 

atas putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (“in kracht van 

gewijsde”) sehingga telah terbit Akta Cerai Nomor : 3145/ 

AC/2014/PA/Pwd tanggal 15 Desember 2014 yang diterbitkan oleh 

Pengadilan Agama Purwodadi ; ------------------------------------------------------ 

4. Bahwa setelah perceraian, baik Penggugat dan mantan Isteri (Saudari 

FANI) telah menjalani kehidupan masing-masing, hal mana anak laki-laki 

bernama Jonathan Paul Junior Sevens berada di bawah asuhan ibunya 

(Saudari Fani) : 

5. Bahwa Penggugat sejak perceraian tersebut tetap menjalankan 

kewajiban selaku ayah terhadap anak laki-laki bernama Jonathan Paul 

Junior Sevens dengan memberikan nafkah untuk biaya pendidikan, 

kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain ; ---------------------------------------- 

6. Bahwa pada 26 Agustus 2019 Penggugat menerima surat dari 


Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan terkait adanya Laporan 
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Pengaduan dari Saudari FANI (mantan isteri Penggugat). Penggugat 
memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan kepada 
Penyidik sekaligus menyampaikan keraguan kepada Penyidik : “apakah 
betul Jonathan Paul Junior Sevens anak Penggugat atau bukan?”. 
Penyidik merespon dengan memfasilitasi untuk diadakan test DNA 
dan hal tersebut juga disetujui oleh Saudari FANI (mantan isteri 
Penggugat) ; ---—----—-------—----—-------- 250i anna IT 
7. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 telah dilakukan Pemeriksaan 
DNA Paternitas oleh Laboratorium Forensik dan Medikolegal Unit Biologi 
Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang atas 
permintaan Penggugat. Pemeriksaan DNA Paternitas atas sampel 
kerokan dinding dalam rongga mulut yang diambil secara sukarela dari :- 
1) Tn. Paul Jan J Sevens (Penggugat): --+---------------------------------------- 
2) Ny. Fani (mantan isteri Penggugat): ------------------------------------------- 
3) An. Jonathan Paul Junior SevenS; ---------------------------------------------- 
8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 telah diterbitkan Laporan 
Pemeriksaan DNA Paternitas. No.UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020 oleh 
Laboratorium Forensik dan Medikolegal Unit Biologi Molekuler Fakultas 
Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dengan HASIL 
KESIMPULAN ; --------+----------------------------------------------------------------- 
“ HASIL PEMERIKSAAN TERSEBUT MENUNJUKKAN BAHWA Tn. 
PAUL JAN J SEVENS TERSINGKIR DARI KEMUNGKINAN SEBAGAI 
AYAH KANDUNG An. JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS, ANAK 
KANDUNG Ny. FANI. HIPOTESIS TIDAK TERBUKTI “ ; ---------------------- 
9. Bahwa hasil Pemeriksaan DNA Paternitas yang menyatakan Penggugat 
TERSINGKIR DARI KEMUNGKINAN SEBAGAI AYAH KANDUNG 
An. Jonathan Paul Junior Sevens adalah FAKTA HUKUM BARU yang 


ditemukan/diketahui oleh Penggugat saat ini; ------------------------------------ 


Menurut D.Y. Witanto dalam bukunya Hukum. Keluarga, Hak dan 


Kedudukan Anak Luar Kawin disebutkan : “ Tes DNA memiliki kekuatan 


hukum karena dilakukan oleh para ahli dan mencerminkan kepastian 
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hukum karena sampel yang diperoleh melalui tes DNA ini tidak akan 


berubah sepanjang hidup seseorang " ; -------------------------------------------- 


10. Bahwa menurut W.D. Kolkman dalam bukunya Hukum tentang Orang, 
Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia 


disebutkan : “ Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat 


dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati 


kepastian yaitu dengan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) yaitu tes pada 
asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika ” ; ----- 
Bahwa jika hasil pemeriksaannya menunjukkan kesesuaian, maka asal 
usul keturunan dapat dibuktikan di hadapan hukum; --------------------------- 
In cassu — dengan Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas 
No.UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020 oleh Laboratorium Forensik dan 
Medikolegal Unit Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro Semarang, yang menyebutkan Penggugat tersingkir dari 
kemungkinan ayah kandung An. Jonathan Paul Junior Sevens, terbukti di 


hadapan hukum An. Jonathan Paul Junior Sevens bukan keturunan/anak 


kandung Penggugat ; -----------=------------------------------------------------------- 
11. Bahwa Menurut D.Y. Witanto dalam bukunya Hukum Keluarga, Hak dan 
Kedudukan Anak Luar Kawin disebutkan : “ Cara memeriksa tes DNA 
dilakukan dengan cara mengambil STRs (short tandem repeats) dari 
anak. Selanjutnya di laboratorium akan dianalisa urutan untaian STRS ini 
apakah urutannya sama dengan seseorang yang dijadikan pola dari 
seorang anak. Seseorang dapat dikatakan memiliki hubungan darah jika 
memiliki 16 STRS yang sama dengan keluarga kandungnya “ ; ------------- 
In. cassu — berdasar Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas 
No.UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020 oleh Laboratorium Forensik dan 
Medikolegal Unit Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas 


Diponegoro Semarang disebutkan : “Dari dua puluh satu lokus DNA yang 


diperiksa, hasil menunjukan ditemukan sembilan lokus DNA dengan alel 


yang berbeda antara Tn. Paul Jan J.Sevens dengan An. Jonathan Paul 
Junior Sevens, ...” dst . Artinya mengacu pada hasil tes DNA tersebut 


jumlah STRS yang sama tidak mencapai 16 STRs (hanya 12 STRs yang 
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sama), sehingga tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak mempunyai 
hubungan darah dengan An. Jonathan Paul Junior Sevens ; ----------------- 
12. Bahwa atas temuan FAKTA HUKUM BARU yaitu Hasil Pemeriksaan 
DNA Paternitas yang menyatakan Penggugat TERSINGKIR DARI 
KEMUNGKINAN SEBAGAI AYAH KANDUNG An. Jonathan Paul Junior 
Sevens membawa akibatkonsekuensi hukum terhadap AKTA 
KELAHIRAN Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan Paul Junior 
Sevens yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2009 


menjadi CACAT HUKUM, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 
(2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan 
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, yaitu : -----------------------------------------==-=-----=-------------------------- 
a. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------------------------- 

(i) Berdasar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut : 

(1) Setiap kelahiran. wajib dilaporkan oleh penduduk kepada 
instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran 

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran: ------------ 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 

Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran: ------------ 

(ii) Berdasar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 

Dan Pencatatan Sipil diatur sebagai berikut : -------------------------- 

” Pasal 31 “ Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas : (a) 
kelahiran, dan (o) pembatalan akta “; --------------------------------- 

= Pasal 60 huruf a : “ Pencatatan pembatalan akta Pencatatan 

Sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salinan 


putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 


Hal. 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor:44/G/2020/PTUN.Smg 


Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


(iii) Berdasar ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI 
Nomor. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 
Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 
diatur sebagai berikut : ------------------------------------------------------- 


* Pasal 1 angka 2 : “ Pencatatan Sipil adalah pencatatan 
Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register 


Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan 


ta 


sipil kabupaten/kota s 


= Pasal 1 angka 25 : “ Peristiwa Penting adalah kejadian yang 


dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati 
“ dst.; 


=” Pasal 13 ayat (1) huruf m : “ Peristiwa penting sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas : pembatalan 


akta Pencatatan Sipil “ --------------------------------------------------- 
= Pasal 62 huruf a, b dan d : “ Pelayanan Pendaftaran 


Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan 


PrINSIp : ---------------------------------------------------------------------- 
a.Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat ; 
b.Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan 
kebenaran dan keabsahan data Penduduk f 


d.Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat 


“ 


dipertanggungjawabkan ; 


Mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Tergugat lah yang 


mengeluarkan keputusan Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 
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terbit tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior 
Sevens, hal mana terhadap Keputusan tersebut terdapat cacat 
yuridis, terdapat data yang tidak akurat, tidak valid dan tidak benar 
yaitu terkait Penggugat bukan ayah kandung dari Jonathan Paul 
Junior Sevens sehingga isi Akta kelahiran tersebut bertentangan 
dengan undang-undang dan Tergugat juga lah sebagai instansi yang 
memberikan pelayanan pencatatan sipil pembatalan akta ; ------------- 
(iv) Berdasar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur 

sebagai berikut : --------------------------------------=------------------------ 


“ Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : fakta 


Bahwa berdasar ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d UU No.30 
Tahun 2014 di atas dan dengan adanya temuan fakta (hukum) 
baru yaitu : Pemeriksaan DNA Paternitas yang menyatakan 
Penggugat TERSINGKIR DARI KEMUNGKINAN SEBAGAI 
AYAH KANDUNG An. JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS, 
membawa konsekuensi/akibat hukum terhadap Akta Kelahiran 
Nomor 12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 atas nama 
Jonathan Paul Junior Sevens yang dikeluarkan oleh Tergugat, --- 
In cassu - AKTA KELAHIRAN Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama 


Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan oleh Tergugat 


pada tanggal 5 Agustus 2009 yang menyebutkan JONATHAN 
PAUL JUNIOR SEVENS anak ke satu, laki-laki dari suami istri 
SEVENS PAUL JAN JEANNINE (Penggugat) dengan PANIYEM 
AL FANI, multak wajib diubah (dibatalkan), karena berdasar fakta 
baru Pemeriksaan DNA Paternitas Penggugat bukan ayah 
kandung Jonathan Paul Junior Sevens, sehingga Akta Kelahiran 
tersebut wajib dibatalkan, ------------------------.-----.. 

(v) Bahwa selain itu berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 


Pemerintahan diatur sebagai berikut : ----------------------------------- 
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“ keputusan hanya. dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : 


substansi ”; ---------------------------------------------------------------------= 
Jo. Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : 


“ Pembatalan Akta dilakukan atas permintaan orang lain atau 


subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam 


proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak 
benar dan tidak sah.”; 


(vi) Bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a Peraturan 
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
Dan Pencatatan Sipil diatur sebagai berikut : “ Pencatatan 
pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi penduduk harus 
memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap “; ------------------------------------ 

Bahwa berdasar ketentuan-ketentuan di atas dan dengan adanya 

temuan fakta hukum baru yaitu : Pemeriksaan DNA Paternitas yang 

menyatakan Penggugat TERSINGKIR DARI KEMUNGKINAN 

SEBAGAI AYAH KANDUNG An. JONATHAN PAUL JUNIOR 

SEVENS, membawa konsekuensi/akibat hukum terhadap Akta 


Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan Paul Junior 
Sevens yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2009 
adalah cacat hukum : 
In cassu — wajib dilakukan PEMBATALAN Akta Kelahiran Nomor 
12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan 


Paul Junior Sevens yang di dalamnya menyebutkan Jonathan Paul 


Junior Sevens anak ke satu, laki-laki dari suami istri Sevens Paul Jan 


Jeannine dengan Paniyem Al Fani, karena Akta Kelahiran tersebut 


terdapat cacat hukum berdasar hasil Pemeriksaan DNA Paternitas 
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yang menyatakan Penggugat TERSINGKIR DARI KEMUNGKINAN 
SEBAGAI AYAH KANDUNG An. JONATHAN PAUL JUNIOR 
SEVENS, --47------------------------------------------------------------------------- 
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 


dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; dalam 
hal ini asas yang dilanggar : ------------------------------------------------------ 
i. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan- 
undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelengaraan pemerintahan ; ------------------------------- 
In cassu — TERGUGAT telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 
12.433/ B / 2009 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan 
Paul Junior Sevens yang substansi/isinya bertentangan dengan 
fakta hukum yang ada sehingga dengan adanya Akta Kelahiran 
yang mencantumkan nama Penggugat sebagai ayah dari anak 
yang bernama Jonathan Paul Junior Sevens telah menimbulkan 
kerugian, ketidakpastian dan ketidakadilan bagi diri Penggugat : -- 
ii. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk 
mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, 
dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan, dan rahasia negara ; ---------------------------------------------- 
In cassu — TERGUGAT telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 
12.433/ B / 2009 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan 
Paul Junior Sevens yang isinya tidak benar karena 
mencantumkan nama Penggugat sebagai ayah kandung dan 
Penggugat sebagai warga negara asing, juga berhak mendapat 
perlakuan yang sama untuk mendapatkan kepastian hukum agar 
namanya tidak tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut, karena 
terbukti berdasar Hasil Pemeriksaan DNA Paternitas (alat bukti 


yang kuat dan sah) yang menyatakan Penggugat TERSINGKIR 
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DARI KEMUNGKINAN SEBAGAI AYAH KANDUNG An. Jonathan 
Paul Junior Sevens ; 

13. Bahwa PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 46/PUU-VIII/2010 
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, mengubah asas yang mendasari Pasal 43 ayat (1) undang- 
undang tersebut secara fundamental. Putusan tersebut menegaskan 
bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, tidak hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun 
juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 
perdata dengan keluarga ayahnya (vide Putusan Nomor 46/PUU- 
VII/2010, hlm. 37); -------------------------------=--------=------------------------------ 
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara a contrario 
(argumentum a contrario : menafsirkan atau menjelaskan undang- 
undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa 
konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang) :- 
maka in cassu - berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa 
Hasil Pemeriksaan DNA Paternitas No.UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020 
tanggal 17 Januari 2020 oleh Laboratorium Forensik dan Medikolegal 
Unit Biologi. Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
Semarang (alat bukti yang kuat dan sah) yang menyatakan Penggugat 
TERSINGKIR DARI KEMUNGKINAN SEBAGAI AYAH KANDUNG An. 


Jonathan Paul Junior Sevens, maka menurut hukum Penggugat sama 


sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan anak yang bernama 


Jonathan Paul Junior Sevens, dan anak tersebut hanya mempunyai 


hubungan perdata dengan ibunya (Saudari FANI) dan keluarga ibunya: -- 
14. Bahwa berdasar uraian fakta dan dalil hukum di atas dan diperkuat 
dengan ketentuan perundang-undangan yaitu : ---------------------------------- 
= Pasal 66 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 


tentang Administrasi Pemerintahan ; ------------------------------------------- 
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= Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan; ------------------------------------------ 
= Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang 
pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
= Pasal 31 huruf a dan o serta Pasal 60 Peraturan Presiden RI Nomor 
96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk Dan Pencatatan Sipil; ------------------------------------------------ 
= Pasal 13 ayat (1) huruf m , Pasal 89 ayat (1) huruf a dan Pasal 62 
huruf a, b dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden 
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; ------------------------------. 
maka Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit 
tanggal 5 Agutus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens 
sangatlah penting didasarkan pada pertimbangan dan fakta-fakta 
sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------- 
a. Penggugat adalah WNA yang saat ini tinggal/berdomisili di 
Semarang ; -----------------------------------------------------------------------= 
b. Penggugat secara hukum harus dicoret kedudukannya sebagai 
ayah kandung dari Jonathan Paul Junior Sevens sebagaimana 
tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit 
tanggal 5 Agutus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens ; 
c. Penggugat berhak mendapat kepastian status hukum, yaitu 
dinyatakan bukan/tidak sebagai ayah kandung dari Jonathan Paul 
Junior Sevens karena hal ini sangat terkait dengan hak dan 
kewajiban Penggugat. Apabila nama Penggugat masih tercatat 
dalam dokumen hukum (in cassu — Kutipan Akta Kelahiran), 
Penggugat akan terus dikaitkan sebagai ayah kandung dan masih 
harus menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak 
laki-laki bernama Jonathan Paul Junior Sevens tersebut : ----------- 
d. Penggugat berhak menjalani kehidupan baru karena telah 


bercerai secara sah dari Saudari Fani (mantan istri) yang mana 


Hal. 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor:44/G/2020/PTUN.Smg 


Disclaimer 
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 


Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


dalam perkawinan tersebut pernah lahir seorang anak laki-laki 
bernama Jonathan Paul Junior Sevens, yang ternyata saat ini 
ditemukan fakta hukum baru yaitu Pemeriksaan DNA Paternitas 

yang menyatakan Penggugat Tersingkir Dari Kemungkinan 
Sebagai Ayah Kandung An. Jonathan Paul Junior Sevens 
(Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan An. 
Jonathan Paul Junior Sevens ) ; --------------------------------------------- 

15. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
serta mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dan berdasar 
Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas No.UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020 
tanggal 17 Januari 2020 oleh Laboratorium Forensik dan Medikolegal 
Unit Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
Semarang (alat bukti yang kuat dan sah) yang menyatakan Penggugat 
TERSINGKIR DARI KEMUNGKINAN SEBAGAI AYAH KANDUNG An. 
Jonathan Paul Junior Sevens, maka demi kepastian hukum Tergugat 
wajib menerbitkan keputusan baru bagi anak yang bernama Jonathan 
Paul Junior Sevens dengan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama 
Jonathan Paul Junior Sevens sebagai anak dari seorang ibu/perempuan 
bernama Fani ; ---------------------------------------------------------------------------- 
16. Bahwa dalil tersebut juga mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, antara lain : ----------------------------------------------------------- 
* Pasal 68 ayat (1) huruf c : “Keputusan berakhir apabila : dibatalkan 
oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan” 

» Pasal 68 ayat (4) : “Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus 


menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan 


pembatalan”; ------------------------------------------------------------------------- 
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* Pasal 71 ayat (1) huruf b : “Keputusan dan/atau Tindakan dapat 
dibatalkan apabila : terdapat kesalahan substansi”; ----------------------- 
= Pasal 71 ayat (3) : “Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat 
Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan 


dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan pejabat 


Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan” ; ------------------ 


= Pasal 71 ayat (4) : “Penetapan Keputusan baru sebagaimana 


dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan”; 


maka demi kepastian hukum Tergugat wajib menerbitkan keputusan baru 
bagi anak yang bernama Jonathan Paul Junior Sevens yaitu dengan 
menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens 
sebagai anak dari seorang ibu/perempuan bernama Fani : -------- 

17. Bahwa selain itu ditemukan fakta hukum lain yaitu AKTA KELAHIRAN 
Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens yang 


diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2009 yang 
menyebutkan JONATHAN PAUL JUNIOR SEVENS anak ke satu, laki- 
laki dari suami istri SEVENS PAUL JAN JEANNINE (Penggugat) dengan 
PANIYEM AL FANLI; -------------------------------------------------------------------- 
18. Bahwa nama mantan istri Penggugat menurut dokumen kependudukan 
(Kartu Keluarga/KK), Putusan Cerai dan Akta Cerai adalah FANI, BUKAN 


Paniyem Al Fani sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut 


di atas. Dasar pembuatan Akta Kelahiran mengacu pada dokumen 
kependudukan dari Pemohon antara lain KK, KTP dan Akta Pencatatan 
Sipil (Akta Perkawinan/Buku Nikah), ------------------------------- 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 


yang berbunyi : “ Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan 


Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, 


harus memenuhi persyaratan : ------------------------------------------------------- 
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a. Surat keterangan kelahiran ; ----------------------------------------------------- 


b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah : 


Selain itu menurut ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur : “ KK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar 
penerbitan KTP “4 ------------------------------------------------------------------------- 
In cassu - Apabila nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan 
adalah FANI, maka Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior 
Sevens harusnya juga mencantumkan nama FANI sebagai ibu bukan 


nama Paniyem Al Fani. Nama FANI sangat berbeda dengan PANIYEM 


AL FANI. Adanya perbedaan nama ibu yang tertulis dalam akta kelahiran 
tersebut di atas mengakibatkan akta kelahiran tersebut cacat hukum 
karena terdapat perbedaan/ketidak sesuaian nama identitas antara 
dokumen kependudukan dengan Akta Kelahiran ; --------------------------.-.. 
19. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya Tergugat 
membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan akta 
Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta ; ------------ 
20. Bahwa oleh karena penerbitan Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 
terbittanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens 
yang dilakukan oleh Tergugat, ternyata isinya tidak benar/cacat hukum 
dengan diketemukan fakta hukum baru yaitu hasil Pemeriksaan DNA 
Paternitas yang menyatakan Penggugat Tersingkir. Dari Kemungkinan 
Sebagai Ayah Kandung An. Jonathan Paul Junior Sevens, dan selain itu 
Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens harusnya 
mencantumkan nama Fani sebagai ibu bukan nama Paniyem Al Fani. 
Nama Fani sangat berbeda dengan Paniyen Al Fani. Adanya perbedaan 


nama ibu yang tertulis dalam akta kelahiran tersebut (Paniyem Al Fani) 
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berbeda dengan nama identitas di dokumen kependudukan (Kartu 
Keluarga atas nama Fani) mengakibatkan akta kelahiran tersebut cacat 
hukum, maka penerbitan Akta Kelahiran tersebut bertentangan dengan 
undang-undang dan cacat secara yuridis, sehingga memenuhi ketentuan 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a 
dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang- 
Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 
karenanya harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya oleh 
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -------------------------------------- 
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata pada 
waktu mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit 
tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens 
tersebut, Tergugat bertindak bertentangan dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku, yaitu Tergugat tidak mencermati, tidak meneliti 
atas semua persyaratan yang berlaku dan tidak menjalankan prosedur 
hukum dalam proses penerbitan sertipikat tersebut, serta melanggar 
asas-asas Umum pemerintahan yang baik sehingga memenuhi 
ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 
2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian Penggugat telah 
berhasil membuktikan dalil Gugatannya, maka sepatutnya obyek 
sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan 
Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit 
tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens, dan 
oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar 
biaya perkara ; -------------------------------------------------------=------------------- 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon 
Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 
Semarang berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus dalam perkara ini 
hal-hal sebagai berikut : ------------------------------------=------------------------------------ 


1.  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------------------- 
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2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat tentang Akta 
Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 tercatat atas nama Jonathan Paul 
Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009 ; --------------—- 

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 
2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 tercatat atas nama Jonathan Paul 
Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009 ; --------------—- 

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Akta 
Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens sebagai anak dari 
seorang ibu / perempuan bernama Fani ; -------------------------------------------- 

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -------------------- 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, 

Tergugat telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem Persidangan 

Elektronik (e-court ) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim , pada tanggal 21 

Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : --------------------- 

DALAM EKSEPSI ------------------------------7------------------------------------------------- 

= Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) terkait 

kehendaknya terhadap objek sengketa. Penggugat mendalilkan beberapa 
jenis terminologi hukum yang tercermin dalam positanya, dan 
menggunakannya juga dalam petitum. Dalam positanya Penggugat 
mendalilkan Pembatalan [antara lain dalam posita angka 12 huruf a romawi 
(ii) dan (iii), Perubahan [posita angka angka 12 huruf a romawi (iv)], 
Pencabutan [posita angka angka 21), sedangkan dalam petitum 
menggunakan terminologi Pembatalan [petitum angka 2) dan Pencabutan 
[petitum angka 3].; -------------------------------------------------------------=------------- 
= Bahwa beberapa terminologi hukum tersebut memiliki pengertian yang 
berdiri sendiri termasuk akibat hukumnya yang berbeda sebagaimana 
pengaturannya yang terpisah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan; --------------------------------------------- 
= Bahwa oleh karena itu beberapa terminologi hukum tersebut tidak bisa 
digunakan secara bersama-sama dalam perkara a quo karena akan 


membuat tidak jelas/kabur dalam menerapkan perlakuan hukum yang akan 
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digunakan atas objek sengketa, 
= Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat seharusnya 
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); ------------------------------- 
DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------------- 
1. Bahwa Tergugat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan 
pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan yang meliputi 
Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kartu Keluarga/KK, Kartu Tanda 
Penduduk/KTP, Pindah, Kartu Identitas Anak/KIA) dan Pelayanan 
Pencatatan Sipil (akta-akta pencatatan sipil); ---------------------------------------- 
2. Bahwa dalam pelayanan adiministrasi kependudukan, tugas Tergugat 
adalah mencatat peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil, yang 
dilaporkan penduduk dengan melampirkan persyaratannya, --------------------- 
3. Bahwa apabila permohonan dan persyaratan terpenuhi maka Tergugat 
akan memposes dan mencatat peristiwa kependudukan yang dialami oleh 
penduduk, ------------------------------------------=------------------------------------------- 
4. Bahwa dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 
sipil dapat diubah setiap saat asalkan perubahan tersebut dilaporkan dan 
memenuhi persyaratan; -------------------------------------------------------------------- 
5. Bahwa perubahan tersebut antara lain perubahan Kartu Keluarga, Kartu 
Tanda Penduduk yang berubah karena perkawinan, perceraian, kelahiran, 
kematian , pindah, perubahan nama atau karena alasan lainnya, -------------- 
6. Bahwa akta pencatatan sipil juga bisa berubah misalnya namanya, tanggal 
lahirnya, nama orang tua atau yang lainnya, ---------------------------=---=--------- 
7. Bahwa pada pokoknya yang melakukan perubahan adalah penduduk, dan 
Tergugat tugasnya adalah mencatat dan menerbitkan dokumen sesuai 
dengan permohonan, persyaratan dan peraturan yang berlaku; ---------------- 
8. Bahwa Tergugat dalam memberikan pelayanan kepada penduduk 
mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, “asalkan persyaratan 
terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku; -------------------------------------------- 
9. Bahwa setelah dokumen selesai diproses dan diterbitkan dokumen 


( baik KK, KTP, dan akta-akta pencatatan sipil ), dokumen diserahkan 
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kepada pemohon untuk dibaca dan teliti, apakah dokumen yang diterima 
sudah sesuai dengan permohonan dan persyaratan yang diajukan; ----------- 

10. Bahwa apabila dokumen yang diterima ada kesalahan maka dokumen 
langsung bisa dikembalikan kepada Tergugat untuk dibetulkan; ---------------- 

11. Bahwa dalam perkara a guo, kutipan akta objek sengketa sudah diterima 
pemohon dan pemohon tidak menyampaikan adanya kesalahan sejak 
diterbitkan yang berarti akta kelahiran yang diterbitkan Tergugat sudah 
benar; see 
12. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 20 dan angka 21 yang 
menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak 
mencermati, tidak meneliti semua persyaratan dan tidak menjalankan 
prosedur hukum serta melanggar asas-asas umum pemerintahan hukum 
yang baik adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar; ----------------------------- 

13. Bahwa objek sengketa yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2009 mendasari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan 
Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; ---------------------------------------- 

14. Bahwa terkait penerbitan objek sengketa diatur dalam Peraturan Presiden 
tersebut yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut : --------------------- 
Pasal 51 ------4=------------------------------------------------------------------------------=- 

(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat 
terjadinya kelahiran. ------------------------------------------------------------------- 

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan memperhatikan : ------------------------------------------------ 

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, ---- 

b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara 
Indonesia; ----------------------------------------+---=------------------------------ 

c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; --------------------- 

d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; ----------- 


e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan ------------------------------ 
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f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang 

tuanya; ------------------------------------------------------------------------------- 

Pasal yan 

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, 

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: ---------------------------------- 

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, ------------------- 

b. nama dan identitas saksi kelahiran; ------------------------------------------ 

c. KK orang tua; --------------------------------------------------------==------------- 

d. KTP orang tua; dan --------------------------------------------------------------- 

e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; -------------------------- 

(2) Dalam hal ...dst. --------------------------==---------------------------------- 

(3) Pencatatan ...dst. ------------------------------------------------------------ 

(4) Persyaratan ...dSt. ----------------------------------------------------------- 
Pasal 53 

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara: -- 

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat 

Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di 

kantor desa/kelurahan; -------------------------------------------------------------- 

b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada 

huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala 

Desa/Lurah; ---------------------------------------------------------------------------- 

c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat 

Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk 

diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran; ----------------------------------------------- 

d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah 

menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat 


Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana; -------------------------- 
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e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi 
Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan 
Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala 
Desa/Lurah atau kepada pemohon; ---------------------------------------------- 

15. Bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, 
berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 adalah perangkat 
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang 
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, 
yang dalam hal perkara a quo adalah Tergugat, --------------------------------- 

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mencermati 
dan meneliti persyaratan dan keterangan pemohon sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut yang diajukan 
oleh pemohon akta objek sengketa, dan setelah persyaratan dan 
keterangan pemohon dimaksud dinyatakan lengkap/cukup maka 

Tergugat mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan 

Kutipan Akta objek sengketa kemudian menyampaikannya kepada 

pemohon; --------------------------=------------------------------------------------------- 

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menjalankan 
prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, oleh karena itu 


tidak ada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang 


18. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang penerbitan objek sengketa yang 
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut, 
Penggugat yang pada waktu itu adalah ayah dari pemegang akta objek 
sengketa seharusnya mengetahui hal ihwal terbitnya objek sengketa 
tersebut; 

19. Bahwa hal ihwal atas terbitnya objek sengketa yang seharusnya 
diketahui oleh Penggugat adalah termasuk substansi dari objek sengketa 
yaitu tertulisnya nama pemegang akta objek sengketa JONATHAN 
PAUL JUNIOR SEVENS anak kesatu, laki-laki dari suami istri : SEVENS 
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PAUL JAN JEANNINE dengan PANIYEM AL FANI, yang menunjukkan 
bahwa Penggugat adalah ayah sah dari pemegang akta objek 
sengketa; ----------------------------------------------------------------------------------- 
20. Bahwa Tergugat mendasari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, 
mencatat substansi yang mestinya sepengetahuan Penggugat tersebut 
dalam suatu kutipan akta objek sengketa berdasarkan persyaratan dan 
keterangan yang disampaikan oleh pemohon, sehingga jika benar 
terhadap substansi dimaksud terdapat kekeliruan jelas bukanlah 
kesalahan dari Tergugat, --------------------------------------------------=------------ 
21. Bahwa jika benar terdapat kesalahan substansi tersebut, maka 
pertanggungjawaban adalah pada pemohon, dan adalah tidak adil jika 
Tergugat tidak bersalah atas hal tersebut kemudian diminta untuk 
mempertanggungjawabkannya, --------------=--------=------------------------------ 
22. Bahwa terkait perbedaan nama mantan istri Penggugat yang berbeda 
antara dalam akta objek sengketa dan dokumen kependudukan yang lain 
(KK, Putusan Cerai dan Akta Cerai) sebagaimana dinyatakan dalam 
posita Penggugat angka 18, bukanlah persoalan yang substansial karena 
orang yang dimaksud baik dalam akta objek sengketa maupun dalam 
dokumen kependudukan yang lain tersebut adalah orang yang sama, ------ 
Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Tergugat mohon kepada 
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara in casu untuk 
memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut : ----------------------------------- 
DALAM EKSEPSI 
1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat, -------------------------------------------- 
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, --------------- 
DALAM POKOK PERKARA : ---------------- 22020 naa 
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---+---+---+--------------------------- 
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 
perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, 


Tergugat II Intervensi telah mengupload Tanggapan/Jawaban melalui Sistem 
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Persidangan Elektronik (e-court) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, 
pada tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 
l. DALAM EKSEPSI --------------------------------------------------------------------------- 

OBJEK GUGATAN SALAH, Gugatan PENGGUGAT kabur (Obscuur libel) -- 


Bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah: Akta Kelahiran Nomor 
12.433/B/2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens terbit tanggal 5 
Agustus 2009, 
Sedangkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Jonathan Paul Junior 
Sevens yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Grobogan adalah Nomor: 0105/ALT/2010 dan diterbitkan pada 
tanggal 12 Januari 2010; -------------------------------==---------------------------------- 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, “Keputusan 
Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata 
usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan 
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -- 

Sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud 
bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata 
Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat 
ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi 
si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri; ---------------------------------- 
Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan 
untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau 
yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena 
keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau 
pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang 


yang terkena keputusan tersebut ; ------------------------------------------------------ 
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Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan 
akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi 
atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat 
menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. 
Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri 
memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 
Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dia atas telah terbukti objek 
gugatan Penggugat adalah SALAH artinya tidak konkret, tidak jelas atau 
abstrak. Oleh karena Obyek Gugatan Penggugat tersebut salah, maka 
gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) untuk itu sudah selayaknya 
gugatan Penggugat untuk DITOLAK; -----------------+-------=------------------------- 

l. DALAM POKOK PERKARA --------------------------====------------------------------- 
l. DASAR-DASAR GUGATAN ----------------+--------------------------------------- 

A. TENGGANG WAKTU 


1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas 
seluruh dalil-dalil gugatan. Penggugat, kecuali yang 
kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 
dalam jawaban ini; ----------------------------------------------------------- 

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas 
dalil Penggugat pada angka 1. Sebagaimana telah Tergugat II 
Intervensi uraikan di atas, bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas 
nama anak Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Grobogan adalah Nomor: 0105/ALT/2010 dan diterbitkan pada 
tanggal 12 Januari 2010, bukan Nomor 12.433/B/2009 dan 
terbit tanggal 5 Agustus 2009. Oleh karena obyek gugatan 


Penggugat salah untuk itu sudah selayaknya gugatan 
Penggugat untuk DITOLAK; ---------------=---=--------------------------- 
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas 
dalil PENGGUGAT pada angka 2 sampai dengan angka 7. 
Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini Dinas Kependudukan 


dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan adalah sudah 
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sangat tepat, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat 
untuk DITOLAK; -------------------------------------------------------------- 
B. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT -------------------------------- 
1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas 
dalil Penggugat pada angka 1. Bahwa selain obyek gugatan 
yang salah, Penggugat telah pula memfitnah Tergugat. II 
Intervensi . Bahwa adalah kewajiban Penggugat selaku ayah 
kandung/ayah biologis dari anak bernama Jonathan Paul Junior 
Sevens untuk memberi nafkah, membayar biaya pendidikan 
dan biaya kesehatan serta biaya lainnya. Seharsunya Tergugat 
II Intervensi lah yang dirugikan karena sebagai ayah kandung 
Penggugat telah tidak mengakui darah dagingnya sendiri 
dengan menggunakan hasil tes DNA yang patut diduga penuh 
rekayasa, bahkan sampai dengan saat ini Penggugat telah 
menterlantarkan anak kandungnya tersebut. Sungguh sangat 
menyakitkan apabila Penggugat merasa dimanfaatkan secara 
finansiil, padahal yang dituntut oleh Tergugat II Intervensi 
adalah kewajibannya selaku ayah kandung yang telah 
dilalaikan oleh Penggugat, ------------------------------------------------- 
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas 
dalil Penggugat pada angka 2 dan angka 3. Bahwa yang 
terbebani psikologisnya adalah Tergugat II Intervensi, karena 
penyangkalan yang dilakukan oleh Penggugat atas darah 
dagingnya sendiri, ------------------------ 22-22 25 5nnnnnnnnnnunnnnnnnnannnnn 
Bahwa Tergugat II Intervensi menikah dengan Penggugat 
adalah pada tanggal 29 Desember 2005, sedangkan anak lahir 
pada tanggal 15 Juli 2009 (4 tahun setelah menikah) dan 
bercerai pada tanggal 6 Oktober 2014. Selain itu bahwa 
Golongan Darah Penggugat dan anak Jonathan Paul Junior 
Sevens adalah sama-sama bergolongan darah A sedangkan 
Tergugat II Intervensi Bergolongan Darah B. Berdasarkan fakta 


hukum tersebut atas dasar apa Penggugat menyangkal anak 
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kandungnya tersebut??? Apabila hanya didasarkan pada hasil 
tes DNA yang patut diduga penuh rekayasa tersebut, maka 
pada kesempatan ini Tergugat II Intervensi mensomeer 
Penggugat untuk melakukan tes DNA ulang pada lembaga 
yang obyektifitasnya terjamin yakni lembaga Eijkman Institute 
for Molecular Biology di Jakarta; -------------------------------------- 

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas 
dalil Penggugat pada angka 4. Bahwa gugatan Penggugat tidak 
relevan, karena objek gugatan yang digugat berbeda dengan 
Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Jonathan Paul Junior 
Sevens yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan adalah Nomor: 
0105/ALT/2010 dan diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2010, 
Sedangkan Obyek Gugatan Penggugat adalah: Akta Kelahiran 


Nomor 12.433/B/2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens 


terbit tanggal 5 Agustus 2009 untuk itu sudah selayaknya 
gugatan PENGGUGAT untuk diTOLAK, ------------------------------ 


C. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA 
NEGARA -------------------------------------------------------------------------- =- 
Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas dalil 
PENGGUGAT pada angka 1 dan angka 2. Bahwa gugatan 
Penggugat tidak relevan, karena obyek gugatan yang digugat 


berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Jonathan 


Paul Junior Sevens yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 


Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan adalah Nomor 
0105/ALT/2010 dan diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2010, 
sedangkan Obyek Gugatan PENGGUGAT adalah: AKTA 
KELAHIRAN Nomor 12.433/B/2009 atas nama Jonathan Paul 
Junior Sevens terbit tanggal 5 Agustus 2009, untuk itu sudah 


selayaknya gugatan Penggugat untuk diTOLAKy ------------------------- 
ll. TENTANG ALASAN-ALASAN GUGATAN ------------------------------------- 
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1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1, antara 
Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebelumnya adalah suami 
istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara 
agama Islam pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2005 
bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 H yang dicatat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Wirosari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 830/19/X11/2005, ------ 

2. Menanggapi dalil Penggugat pada angka 2, bahwa benar selama 
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah 
lahir 1 (satu) orang anak bernama Jonathan Paul Junior Sevens, 
jenis kelamin laki-laki yang lahir di Grobogan pada tanggal 15 Juli 
2009 (11 tahun), akan tetapi kutipan Akta Nikah yang disebutkan 
oleh Penggugat tidak sama dengan Kutipan Akta Kelahiran 
Nomor: 0105/ALT/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada 
tanggal 12 Januari 2010, untuk itu Tergugat II Intervensi 
menolaknya dengan sangat tegas, ------------------------------------------- 

3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3, bahwa perkawinan 
Penggugat dan TERGUGAT REKONVENSI telah putus karena 
perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Purwodadi 
Nomor: 1864/Pdt.G/2014/PA.Pwd tanggal 6 Oktober 2014 dan Akta 
Cerai Nomor: 3145/AC/2014/PA/PWG) --------------------------------------- 

4. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5, Bahwa 
sejak tahun 2013 sebelum terjadi perceraian, Penggugat pergi 
meninggalkan Tergugat II Intervensi beserta anak, karena 
Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun 
masih memberi nafkah pada anaknya sampai dengan bulan Maret 
2013. Bahwa Penggugat telah membohongi Tergugat II Intervensi. 
Sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan perceraian, Penggugat 
menjanjikan akan memberikan rumah seharga 2.000.000.000,- 
(Dua Milyar rupiah) dan akan memberikan biaya nafkah kepada 


anak kandungnya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta 
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rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi semua hanyalah kebohongan 
semata. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi adalah Penggugat 
menyangkal anak kandung Penggugat tersebut sebagai anak 
kandungnya dengan mendasarkan hasil tes DNA yang patut diduga 
penuh rekayasa; ----------------------------------------------------------------- 
5.. Bahwa sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini, bulan Juli 
2020 atau selama 15 (lima belas bulan) Penggugat sama sekali 
tidak menafkahi anak kandungnya dan tidak pula membayar biaya 
pendidikan dan kesehatan anak kandungnya tersebut, ----------------- 
6. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat 
tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Agama Semarang dengan perkara Nomor: 
1541/Pdt.G/2020/PA.Smg yang selanjutnya akan disidangkan pada 
tanggal 21 Juli 2020; ------------------------------------------------------------- 
7. Menaggapi dalil Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka 
12, bahwa laporan Tergugat II Intervensi ke POLRESTABES 
Semarang adalah terkait penganiayaan yang dilakukan oleh 
Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi, akan tetapi sungguh 
sangat aneh, laporan Tergugat II Intervensi tersebut berbelok 
menjadi tes DNA. Oleh karena Tergugat II Intervensi sangat yakin 
bahwa anak yang bernama Jonathan Paul Junior Sevens tersebut 
adalah darah daging Penggugat . Bahwa Tergugat II Intervensi 
sangat yakin selama menikah dengan Penggugat hanya melakukan 
hubungan seksual (hubungan biologis) dengan Penggugat, karena 
Penggugat adalah suami sah Tergugat II Intervensi saat itu. Atas 
dasar hal tersebutlah Tergugat II Intervensi langsung mengiyakan 
tes DNA yang difasilitasi oleh POLRESTABES Semarang, 
walaupun saat itu Tergugat II Intervensi merasa aneh, kenapa 
laporan penganiayaan berbelok menjadi tes DNA, dan lebih aneh 
lagi sampai dengan saat ini laporan Tergugat II Intervensi atas 
penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak ada progress 


apapun; ---------------------------=---=-------=------------------=---=------------=- 
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Bahwa perlu pula Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa 
keanehan yang lainnya adalah tentang pihak yang mengambil 
sampel adalah yang bernama SAEBANI, SKM., M.Kes dan Hasil 
Tes DNA juga ditandatangani oleh dr. ARIF SADAD, SH., Sp.FKM 
(K)., Msi., Med., DHM padahal berdasarkan informasi yang 
diperoleh Tergugat II Intervensi dr. ARIF tersebut telah pindah ke 
Jakarta lebih dari 2 tahun: 
Bahwa hal yang terpenting lagi adalah pada Hasil Pemeriksaan 
DNA Paternitas No. UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020 disebutkan 
“Dari 21 lokus DNA yang diperiksa, hasil menunjukkan ditemukan 9 
lokus DNA dengan alel yang berbeda antara Tn. Paul Jan J Seven 
dengan an Jonathan Paul Junior Seven....” lalu dalam kesimpulkan 
disebutkan, “Hasil pemeriksaan tersebut menunjukan bahwa Tn. 
Jonathan Paul Jan J. Sevens tersingkir dari kemungkinan sebagai 
ayah kandung An. Jonathan Paul Junior Sevens, anak kandung 
Ny. Fani. Hipotesis tidak terbukti.” ------------------------------------------- 
Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dari 21 lokus DNA yang 
diperiksa, hasil menunjukkan ditemukan hanya 9 lokus DNA 
dengan alel yang berbeda, artinya ada 12 alel yang sama dengan 
DNA Penggugat. Atas dasar apa kesimpulan yang menyatakan 
Penggugat tersingkir dari kemungkinan sebagai ayah kandung??? 
Mengapa tidak dijelaskan mengenai 12 alel yang sama dengan 
DNA PENGGUGAT??? Bagaimana logika fikir yang demikian itu??? 
Sungguh hal yang tidak logis, ---------------------------------------- 

Fakta yang lainnya adalah hasil tes DNA keluar mundur 2 minggu, 
dari 4-5 minggu yang dijanjikan baru keluar 7 minggu kemudian, ---- 
Berdasarkan fakta hukum tersebut terdapat banyak sekali 
kejanggalan-kejanggalan. Sehingga sangatlah beralasan apabila 
Tergugat II Intervensi menolak dengan sangat tegas hasil dari Tes 
DNA tersebut dan Tergugat II Intervensi menuntut agar dilakukan 


tes DNA ulang pada lembaga yang lebih obyektif dan akurat, -------- 
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8. Menaggapi dalil Penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 
21, oleh karena obyek gugatan adalah berbeda dengan Kutipan 
Akta Kelahiran atas nama anak Jonathan Paul Junior Sevens yang 
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Grobogan, yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 
0105/ALT/2010 dan diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2010, 
bukan Akta Kelahiran Nomor 12.433/B/2009 dan terbit tanggal 5 


Agustus 2009 sebagaimana obyek gugatan Penggugat. Artinya dalil 
gugatan Penggugat pada angka 13 sampai dengan angka 21 
menjadi tidak relevan untuk itu sudah selayaknya gugatan 
Penggugat DITOLAK; --------------------------+-=-----------=------------------- 
Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, 
perkenankanlah dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kiranya Yang Mulia 
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus 
dengan amar sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------- 
DALAM EKSEPSI -------------------------------------------------------------------------------- 
Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya, ----------------------------- 
DALAM POKOK PERKARA: ------------------------------------------------------------------ 
1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, ------------------------------ 
2. Menyataan sah Akta Kelahiran Nomor: 0105/ALT/2010 atas nama anak 
Jonathan Paul Junior Sevens yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 12 Januari 2010, --- 
3. Memerintahkan Penggugat melakukan tes DNA ulang di lembaga yang lebih 
obyektif dan kredibel yaitu lembaga Eijkman Institute for Molecular Biology di 
Jakarta; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum: - 
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah 
mengupload Replik atas Jawaban Tergugat dan Replik atas Jawaban Tergugat 
Il Intervensi melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court ) dan telah 
diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 4 Agustus 2020, yang pada 


pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya 
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terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam 
berkas perkara; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat 
tersebut, Tergugat telah mengupload  Duplik Tergugat atas Replik dari 
Penggugat melalui. Sistem Persidangan Elektronik (e-court ) dan telah 
diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 11 Agustus 2020, yang pada 
pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya 
terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam 
berkas perkara; ------------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat 
Il Intervensi tersebut, pihak Tergugat II Intervensi tidak menguplaod Duplikya 
atas Replik dari Penggugat melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court ) 
sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal persidangan: ----- 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan. dalil-dalil gugatannya, pihak 
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang 
ditandai P-1 sampai dengan P- 53, yang telah dimeteraikan dengan cukup 
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana 
diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat — surat bukti 


tersebut sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------- 


1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.433/B/2009 atas 
nama Jonathan Paul Junior Sevens tanggal 5 Agustus 
2009 ; ------------------------------------------------------------------ 
2. Bukti P-2 : Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas No.UM.01.05/ 
X.1.3.17.4/003/2020, tanggal 17 Januari 2020; ------------- 
3. Bukti P-3 : Surat dari Ira Widiastuti, SH.,M.Hum selaku kuasa 


Sevens, Paul Jan J (Paul J Seven) yang ditujukan 
kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Grobogan No.: 02/IV/IW&P/2020 
tanggal 15 April 2020 perihal : Keberatan Atas Surat 
Jawaban Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Gorbogan No. 472.11/533/2020 tanggal 
23 Maret 2020 perihal Pembatalan Akta Kelahiran ; ------ 
4. Bukti P-4 : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
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Sipil Kabupaten Gorbogan yang ditujukan pada Advokat 
pada Lawa Office and Legal Consultant-Ira Widiastuti 
&Partners, Nomor: 472.11/585/2020 perihal 


Pembatalan Akta kelahiran, tanggal 16 April 2020, -------- 
5. Bukti P-5 : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 


Sipil Kabupaten Gorbogan yang ditujukan pada Advokat 
pada Lawa Office and Legal Consultant-Ira Widiastuti 
&Partners,Nomor á : 472.11/625/2020 perihal 


Pembatalan Akta kelahiran, tanggal 12 Mei 2020; --------- 
6. Bukti P-6 : Surat dari Ira Widiastuti, SH.,M.Hum selaku kuasa 


Sevens, Paul Jan J (Paul J Seven) yang ditujukan 
kepada Bupati Grobogan No.: 03/IV/IW&P/2020 tanggal 
27 April 2020 perihal : Banding atas Surat Jawaban Dari 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Gorbogan No. 472.11/585/2020 tanggal 16 April 2020 


perihal Pembatalan Akta Kelahiran; ---------------------------- 
7. Bukti P-7 : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 


Sipil Kabupaten Gorbogan yang ditujukan pada Advokat 
pada Lawa Office and Legal Consultant-Ira Widiastuti 
&Partners, Nomor : 472.11/826/2020 perihal : Jawaban 
atas Banding Surat Jawaban dari Dispendukcapil Kab. 
Grobogan tentang Pembatalan Akta kelahiran, tanggal 1 


Juli 2020; -------------------------------------------------------------- 
8. Bukti P-8 : Surat dari Ira Widiastuti, SH.,M.Hum selaku kuasa 


Sevens, Paul Jan J (Paul J Seven) yang ditujukan 
kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Grobogan No.: 04/VIIW&P/2020 
tanggal 17 Juli 2020 perihal : Mohon Penjelasan 
Tentang Register Akta kelahiran No.: 12.433/B/2009 
terbit tanggal 5 Agustus 2009 dan Akta Kelahiran No. : 
0105/ALT/2010 terbit tanggal 12 Januari 2010 keduanya 


atas nama Jonathan Paul Junior Sevens, -------------------- 
9. Bukti P-9 : Surat dari Ira Widiastuti, SH.,M.Hum selaku kuasa 


Sevens, Paul Jan J (Paul J Seven) yang ditujukan 
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kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Grobogan No.: 0S/VIMIW&P/2020 
tanggal 27 Juli 2020 perihal : Mohon 
Penjelasan/Klarifikasi Kali Kedua Tentang Register Akta 
kelahiran No.: 12.433/B/2009 terbit tanggal 5 Agustus 
2009 dan Akta Kelahiran No. : 0105/ALT/2010 terbit 
tanggal 12 Januari 2010 keduanya atas nama Jonathan 


Paul Junior Sevens, ----------------------------------------------- 
10. Bukti P-10 : Surat Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 


Sipil Kabupaten Gorbogan yang ditujukan pada Advokat 
pada Lawa Office and Legal Consultant-Ira Widiastuti 
&Partners, Nomor : 472.11/903/2020 perihal 

Penjelasan Tentang Akta kelahiran No.: 12.433/B/2009 
terbit tanggal 5 Agustus 2009 dan Akta Kelahiran No. : 
0105/ALT/2010 terbit tanggal 12 Januari 2010 atas nama 


Jonathan Paul Junior Sevens, tanggal 29 Juli 2020; ------ 
11. BuktiP-11 : Surat Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan 


Jawa Tengah yang ditujukan kepada Ira Widiastuti, 
SH.,M.Hum pada kantor Advokat Ira Widiastuti & 
Partners Law Office, Nomor : B/129/LM.36-14/VII1/2020, 


hal : Jawaban Surat Tembusan tanggal 6 Agustus 2020: 
12. BuktiP-12 : Surat Ketua Ombudsman RI yang ditujukan kepada Ira 


Widiastuti, SH.,M.Hum pada kantor Advokat Ira 
Widiastuti & Partners Law Office, Nomor 
B/701/LM.36/VIII/2020, hal : Pemberitahuan atas Surat 
Tembusan Saudara kepada Ombudsman RI, tanggal 13 
Agustus 2020; ------------------------------------------------------ 


13. BuktiP-13 : Paspor Belgia EP111608 atas nama Sevens Paul Jan J; 
14. Bukti P-14 : Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor : 2C11LC0286AT 

atas nama Sevens, Paul Jan J; --------------------------------- 
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Alamat Tinggal 


Nomor Register : 2G36LC0100-U, tanggal 16 Juni 2020 


atas nama Paul Jan J Sevens ; --------------------------------- 
16. Bukti P-16 : Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor : 2C21LC0789-U 


atas nama Sevens, Paul Jan J ; -------------------------------- 
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17. Bukti P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 


2006 tentang Administrasi Kependudukan ; ----------------- 
18. BuktiP-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 


2014 tentang Administrasi Kependudukan ; ----------------- 
19. BuktiP-19 : Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang 


Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 


Pencatatan Sipil ; --------------------------------------------------- 
20. Bukti P-20 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 


2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 


Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 


Sipil; ----------------------------------------------------------------- ==- 
21. Bukti P-21 : Putusan Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 
2012 ; ------------------------------------------------------------------ 
22. Bukti P-22 : Artikel dengan judul “Proses Pembuktian seorang Anak 


Luar Kawain Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes 
DNA” oleh Sanny Budi Kusuma dan | Gusti Ngurah 
Wairocana Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas 


Udayana; -------------------------------------------------------------- 
23. Bukti P-23 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 512/ 


MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik Dan 


Pelaksanaan Praktik Kedokteran ; ----------------------------- 
24. Bukti P-24 : Surat Kasat Reskrim an. Kepala Kapolrestabes 


Semarang kepada Paul JJ Sevens, Nomor 
B/2385/VIII/RES.1.6/ 2019/Restabes, perihal 


Permintaan Keterangan tanggal 26 Agustus 2019; -------- 
25. Bukti P-25 : Surat Kasat Reskrim an. Kepala Kapolrestabes 


Semarang kepada Fani, Nomor : B/677/VII/RES.1.6/ 
2020/Restabes, perihal : Pemberitahuan Penghentian 


Penyidikan tanggal 14 Agustus 2020; ------------------------ 


26. Bukti P-26 : Surat gugatan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 
1541/Pdt.G/2020p --------------------------------------------------- 
27. BuktiP-27 : Relaas Panggilan Nomor : 1541/Pdt.G/2020/PA.Smg, 
tanggal 14 Juli 2020; ----------------------------------------------- 
28. Bukti P-28 : Relaas Panggilan Nomor : 1541/Pdt.G/2020/PA.Smg, 


tanggal 18 Juli 2020 ; ---------------------------------------------- 
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29. Bukti P-29 : Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2020; ------------------------- 
30. Bukti P-30 : Putusan Nomor : 1864/Pdt.G/2014/PA.Pwd, tanggal 06 
Oktober 2014 ; ------------------------------------------------------- 
31. Bukti P-31 : Akta Cerai Nomor : 3145/AC/2014/PA.Pwd, tanggal 15 
Desember 2014; ---------------------------------------------------- 
32. Bukti P-32 : Paspor Belgia Nomor EE418273 atas nama Paul 
J.J.SevenS; ------------------------------------------------------ 4- 
33. Bukti P-33 : Paspor Belgia Nomor EG570781 atas nama Paul 
J.J.SevenS; ---------------------------------------------- a 
34. Bukti P-34 : Paspor Belgia Nomor EH516043 atas nama Paul Jan 
Jeannine Sevens; ----------------------------------------=---------- 
35 Bukti P-35 : Paspor Belgia Nomor EJ778416 atas nama Paul Jan 
Jeannine Sevens; ------------------=------------=------------------- 
36. Bukti P-36 : Paspor Belgia Nomor EP111608 atas nama Paul Jan 
J.SevenS; ------------------------7411---12--------------------------= 
37. Bukti P-37 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. 


Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 24 Tahun 2016 tentang prosedur Teknis 
Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa 


Tinggal Terbatas; --------------------------------------------------- 
38. Bukti P-38 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 


Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No : 
KEP 01404/PPTK/PTA/2019 tentang Pengesahan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. 


Philnesia International tanggal 15 Januari 2019; ----------- 
39. Bukti P-39 : Notifikasi Jangka Pendek (2-6 bulan) tanggal 18 Januari 


2019 diterbitkan oleh Direktur Pengendalian 
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur Jenderal 
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I 
atas nama perusahaan : PT. Philnesia International dan 


atas nama TKA: Paul Jan J.Sevens, -------------------------- 
40. Bukti P-40 : Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Elektronik Nomor 


2C13LC0033-T atas nama Paul Jan J Sevens yang 
dikeluarkan oleh Kanim Kelas | TPI Semarang; ------------ 
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41. Bukti P-41 : Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Alamat Tinggal 
Nomor Register : 2636LCOO30AT tanggal 17 Juni 2019 
yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas | TPI 


Semarang (Fotokopi dari fotokopi), ---------------------------- 


42. Bukti P-42 : KTP NIK : 3374082911710004 atas nama Paul Jan J 
SevenS; --------------------------------------------------------- -Íd 
43. Bukti P-43 : Surat Tanda Melapor Nomor : STM/OA-1311/1X/ 


YAN.2.5./2019/INTELKAM TANGGAL 05 September 


2019 Polrestabes Semarang ; --------------------------------- 
44. Bukti P-44 : Surat Keterangan Tanda Lapor Nomor : 471.2/1035 


tanggal 20 September 2019 Badan Kesatuan Bangsa 


dan Politik Pemkot Semarang ; --------------------------------- 


45. Bukti P-45 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran ; --------------------------------------------------------- 
46. Bukti P-46 : Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 
Sakit; ---------------------==-----===---------------------------------- =- 
47. Bukti P-47 : Article title : DNA analysis in disputed parentage : The 


occurrence of two apparently false exclusions of 
paternity, both at short tandem repeat (STR) loci, in the 
one chlid Electrophoresis 1997, 18, 1650-1652 Silbase 
Scientific Services, Australian Government Analytical 
Laboratories, Pymble NSW, Australia DNA Diagnostic, 


Auckland, New Zealand; ------------------------------------------ 
48. Bukti P-48 : Artikel dengan judul : Analisis DNA dalam parental yang 


dipermasalahkan : Kejadian dua pengecualian paternitas 
yang tampak salah, pada kedua lokus pengulangan 
tandem pendek atau short tandem repeat (STR), pada 
satu anak. (Terjemahan Resmi dari artikel Bukti P — 47 
dari Bahasa Inggris ke Bahasa- Indonesia oleh 


Penerjemah Resmi Tersumpah Mochamad Hikmat 


Gumilar ); -------------------------------=----------------------------= 
49. Bukti P-49 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentaang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; ------------------------------------ 
50. Bukti P-50 : Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan; 
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51. Bukti P-51 : Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 


Rengatatan Sipil ; ---------------------=------=--------------= -=-= === = 


52. Bukti P-52 .: Blanko Persyaratan Daftar Persyaratan Pengurusan 
Dokumen; ------------------------------------------------------------- 
53. Bukti P-53 : Surat Pernyataan dari Paul Jan J. Sevens tertanggal 7 


Oktober 2020; -------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak 


Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai 
T-1 sampai dengan T-3, yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah pula 
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana diuraikan 
selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat — surat bukti tersebut 


sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------- 


1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan ; ----------------- 
2. Bukti T-2 : Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang 


Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 


Pencatatan Sipil; ---------------------------------------------------- 
3. Bukti T-3 : Berkas permohonan/persyaratan Akta Kelahiran atas 


nama Jonathan Paul Junior Sevens; -------------------------- 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak 


Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat 
yang ditandai T.Il.i-1 sampai dengan T.Il.i-9, yang telah dimeteraikan dengan 
cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagaimana 
diuraikan selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, surat — surat bukti 


tersebut sebagai berikut : -----------------------------------------------------------=-----=---- 


1. Bukti T.ILi-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Fani, ---------------- 
2. Bukti T.Il.i-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Paul JJ Sevens; -- 
3. Bukti T.ILi-3 : Kartu Keluarga Nomor : 3315101807076417 terbit 
04-07-2011 atas nama kepala keluarga : Paul JJ 
SEVENS ; anna 
4. Bukti T.I.i-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.433/B/2009 atas 


nama Jonathan Paul Junior Sevens tanggal 5 


Agustus 2009 ; -------------------------------------------------- 
5. Bukti T.ILi-5 : Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas No.UM.01.05/ 
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X.1.3.17.4/003/2020, tanggal 17 Januari 2020, --------- 


6. Bukti T.II.i-6 : Foto Paul JJ Sevens, Fani dan Jonathan Paul Junior 
Sevens ; LL... 

7. Bukti T.Il.i-7 : Surat Izin Mengemuid atas nama Paul JJ Sevens ; --- 

8. Bukti T.Il.i-8 : Foto Paul Jan J Sevens bersama Jonathan Junior 


Sevens waktu masih kecil; ----------------------------------- 
9. Bukti T.l.i-9 : Foto Paul Jan J Sevens bersama Jonathan Paul 


Junior Sevens ; ------------------------------------------------ 


Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam 
persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang 
memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya 
tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Ahli Saebani, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut : ---------------------- 

- Bahwa yang dimaksud dengan test DNA paternitas adalah satu uji yang 
dilakukan untuk menilai profil DNA, profil DNA dari individu. Secara umum 
test DNA dilakukan untuk 2 (dua) kepentingan yaitu : Identifikasi dan 
Paternitas: ------------------------452=---24 -f2 ------------------------------------------ -= 

- Bahwa untuk identifikasi ada perbedaan yang signifikan terkait dengan 
samplenya untuk diteliti; Sampel yang diambil untuk identifikasi adalah 
sampel mitokondria (sampel berupa kulit, kuku, rambut, tulang dsb), 
kepentingannya untuk mengidentifiaksi seseorang; -------------------------------- 

- Bahwa DNA paternitas sampel yang diambil adalah darah dan buccal swab 
(hapusan pipi sebelah dalam) karena dari kedua sampel tersebut akan 
didapatkan DNA inti (DNA inti sel) dan guna DNA inti (DNA inti sel) berguna 
untuk menbaca garis ayah dan garis ibu; ---------------------------------------------- 

- Bahwa pada dasarnya pemeriksaan DNA identifikasi dan DNA paternitas 
berada di ranah keforensikan; ----------------------------------------------=7------------- 

- Bahwa Standar yang dipakai adalah standar tehnis baku dari ISFG 
(International Society for Forensic Genetic) yaitu dari locus yang diperiksa 
ada 2 (dua) teori yang dipakai yaitu : --------------------------------------------------- 
1. Yang dikatakan sebagai anak adalah secara genetik separuh bapak dan 


separuh ibu; -------------------------------------=---=-------------------------------------- 
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2. Spermatozoa ketika membuahi sel telur sangat kecil sekali (prosentase 
kecil) untuk terjadi mutasi yaitu 1:1/17; --------------------------------------------- 

- Bahwa pemeriksaan DNA jika hasilnya “positif” (terduga bapak adalah 
bapak biologis), maka semua “locus” sama/cocok antara bapak dan 
anak, untuk mengambil toleransi “1:1/17” adalah “1 locus" ------------------- 

- Bahwa Jika toleransinya lebih dari “1 locus”, maka akan segera 
dieksekusi dengan menyingkirkan terduga ayah sebagai “ayah 
biologis” ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa Standar pemeriksaan terhadap “locus” adalah 14 locus, apabila 
dari 14 locus itu ada “1” yang “tidak cocok”, maka akan diperpanjang 
pemeriksaan menjadi 21 /OCUS; ------------------------------------------------------- 

- Bahwa Karena standar untuk dilakukan pemeriksaan DNA termasuk 
metodenya mengacu pada ISFG (International Society for Forensic 
Genetic) artinya diperiksa di laboratorium forensik manapun baik dalam 
maupun luar negeri sebuah sampel DNA hasilnya akan sama, -------------- 

- Bahwa Kode-kode yang termaktub dalam DNA disebut dengan “alel”: 
Dan “alel” tersusun dari “nukleunida”, nukleunida tersusun dari zat kimia 
“AT”, “G” dan “C” (Adenin, Timin, Guanin dan Cytosine) dan kode-kode 
itu selalu berpasangan (“A" dengan “T” dan ” G” dengan “C”); --------------- 

- Bahwa angka/kode merupakan jumlah dari nukleunida A,T,G,C (Adenin, 
Timin, Guanin dan Cytosine); --------------------------------------------- 

- Bahwa metode pengambilan sample DNA adalah STRs (Short Tandem 
Repeats), dan metode RFLP (Restriction Fragment Length 
Polymorphism); --------------------------------------------------------------------------= 

- Bahwa di dunia medis dibutuhkan second opinion artinya harus dicari 
pemeriksaan pembanding dengan metode yang sama guna untuk 
mendapatkan obyektifitas atas hasil suatu pemeriksaan; --------------------- 

- Bahwa untuk menentukan seorang sebagai ayah biologis hanya dengan 
test DNA, karena untuk test dengan golongan darah hanya 17 % 
kemungkinan yang sama sedangkan dengan DNA kemungkinannya 
99,9 %; ------------------------------------------------------------------------------------ =- 

2. Ahli Lapon Tukan Leonard,SH.,MH,, pada pokoknya berpendapat sebagai 
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berikut : ----------------------+-------=-----------------------------------------------------------= 
- Bahwa Suatu keputusan TUN dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang 
berwenang dan apabila ada “fakta baru” yang isinya bertolak 
belakang/tidak sesuai dengan data di keputusan TUN tersebut, maka 
keputusan TUN tersebut dapat dibatalkan, ---------------------------------------- 
- Bahwa keputusan TUN tersebut dapat dibatalkan karena “cacat hukum” 
dalam hal ini termasuk cacat dalam substansi (ada kesalahan dalam 
substansinya)), ----------------------------------------------------------4---4--------=----- 
- Bahwa yang dimaksud cacat substansi misalnya dalam hal penerbitan 
keputusan TUN tersebut informasi yang diberikan/ada dalamnya tidak 
benar (tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya); --------------------------- 
- Bahwa informasi yang tidak benar itu bisa saja dari yang memberi 
informasi (pemohon) yang tidak benar atau dengan sengaja memberikan 
informasi yang tidak benar/ada yang disembunyikan; ------------------------.. 
- Bahwa “fakta baru” yang ditemukan terkait keputusan TUN bisa 
dikategorikan sebagai "cacat substansi”; ------------------------------------------- 
- Bahwa keputusan TUN pada saat diterbitkan oleh Pejabat TUN dianggap 
“benar”, selanjutnya apabila ada “fakta baru” berupa tes DNA yang 
bertolak belakang dengan data/informasi yang ada dalam keputusan 
TUN yang telah terbit, maka dapat dikatakan ada data/informasi yang 
tidak benar / disembunyikan /ada yang dimanipulasi seakan-akan 
data/informasi itu benar, maka dengan dasar tes DNA itu keputusan 
TUN (Akta Kelahiran) dapat dibatalkan; -------------------------------------------- 
- Bahwa hasil pemeriksaan DNA juga merupakan suatu “produk hukum” 
dari seorang Pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikategorikan 
sebagai “keputusan TUN” dan juga sebagai “alat bukti”, sehingga hasil 
pemeriksaan DNA tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan 
keputusan TUN (akta kelahiran) yang sudah terbit sebelumnya, ------------ 
- Bahwa dengan hasil DNA yang menyatakan seorang ayah dinyatakan 
tersingkir sebagai ayah biologis sehingga dengan demikian tidak ada 
hubugan darah antara ayah dan anak, maka data/informasi yang ada di 


suatu akta kelahiran menjadi “tidak tepat”; ---------------------------------------- 
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- Bahwa kedudukan hukum dari hasil pemeriksaan DNA yang pertama itu 
yang dipakai sebagai alat bukti (alat bukti yang kuat) sepanjang belum 
ada test DNA pembanding, ------------------------------------------------------------ 

- Bahwa selama belum ada tes DNA pembanding yang hasilnya sama 
atau berbeda dengan test DNA yang pertama, maka tes DNA yang 
pertama itulah yang diakui sebagai alat bukti yang sah; --------------------.. 

- Bahwa hasil pemeriksaan DNA bersifat universal artinya diakui secara 
internasional; ------------------------------------------------------------=----------------- 

- Bahwa Bahwa dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta) yang diterbitkan 


oleh Kepala Dispendukcapil dapat dikategorikan sebagai keputusan 


- Bahwa sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur yaitu UU tentang 
Administrasi Kependudukan, maka hal itu memang sudah menjadi tugas 
pokok dan fungsinya dari Dispendukcapil; ----------------------------------------- 

- Bahwa Dispendukcapil sifatnya pasif artinya pihak yang 
berkepentinganlah yang aktif melaporkan dan memohon untuk 
perubahan dalam dokumen kependudukan dan pihak Dispendukcapil 
melakukan pencatatan dan /atau perubahan atas dokumen-dokumen 
yang diterbitkannya; --------------------------------------------------------------------- 

- Dalam perkara di PTUN, tidak ada upaya paksa kepada para pihak, 
menurut hukum. Majelis Hakim hanya memfasilitasi/bantu untuk 
melengkapi data/ informasi yang tidak dipunyai dan diperlukan oleh 
pihak Penggugat terkait surat gugatannya; ---------------------------------------- 
Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat telah tidak 

mengajukan Saksi/Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dan 
menyatakan cukup dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan; 
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam 
persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang 
Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan 
selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Sidang dan yang pada pokoknya 
sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------- 


1. Saksi Suyadi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai kerikut : -------------- 
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- Bahwa Saksi adalah tetangga dari bu Fani dan pak Paul Jan J Sevens di 
Dusun Bulu Desa Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan: ---- 

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah bu Fani terpaut 1 rumah, -------- 
- Bahwa Saksi kenal dan tahu pak Paul Jan J Sevens 
berkewarganegaraan Belgia dan berprofesi sebagai pedagang mebel: --- 

- Bahwa saat pak Paul dan bu Fani menikah tidak ada acara di rumahnya 
dan Saksi tahunya diberitahu oleh pak PPN (Pak Podo) kalau mereka 
sudah nikah; ------------------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa Jonathan Paul Junior Sevens (anak pak Paul dan bu Fani) lahir 
pada tanggal 15 Juli 2009; ------------------------------------------------------------- 

- Bahwa setahu Saksi perlakuan pak Paul terhadap anaknya (Jonathan) 
sayang sebagaimana perlakuan bapak kepada anaknya (digendong, 
diajak main); --------------------------------------+-------==------------------------------- 

- Bahwa sebagai tetangga Saksi tidak pernah mendengar pak Paul dan bu 
Fani tidak pernah bertengkar/cecok (hubungan mereka baik-baik saja); -- 

- Bahwa selama dalam pernikahannya rumah yang ditempati bu Fani telah 
direnovasi/di bangun menjadi baik dari sebelumnya, --------------------------- 

- Bahwa Saksi tahu pak Paul keluar dari rumah bu Fani sekitar tahun 2013 
dan tahu pak Paul dan bu Fani bercerai tahun 2014; --------------------------- 

2. Saksi Sri Mulyani, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -------- 
- Bahwa Saksi adalah sebagai bidan yang bertugas di Puskemas Desa 
Kropak Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan; ---------------------------- 

- Bahwa sekitar tahun 2009, bu Fani datang ke tempat praktek Saksi pada 
waktu subuh waktu itu sudah bukaan 3 kemudian Saksi menunggu, 
sampai jam 10 masih buka 4, kemudian dirujuk ke rumah sakit Permata 


Bunda Purwodadi karena ada resiko tinggi dan saat itu ditunggui pak 


- Bahwa Saksi tidak tahu lagi apa tindakan rumah sakit terhadap bu Fani: 
Namun setelah melahirkan Saksi baru diberitahu bahwa proses 
melahirkan dengan operasi cesar; --------------------------------------------------- 

- Bahwa setelah bu Fani melahirkan untuk kontrol dan imunisasi anaknya 


di tempat praktek Saksi; ------------------25- 2000000. 
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- Bahwa untuk pasien yang melahirkan di tempat praktek Saksi, bidan 
yang uruskan akta kelahirannya termasuk Jonathan (anak bu Fani dan 
pak Paul): 

- Bahwa saat mengurus akta Saksi biasanya meminta data-data berupa 
fotokopi KTP orang tua, buku nikah asli, surat keterangan lahir dari 
rumah sakit/bidan: 

- Bahwa seingat Saksi saat setelah kelahiran Jonatan dibuatkan akta 
kelahiran namun katanya hilang, kemudian Saksi diminta oleh pak Paul 
dan bu Fani untuk mengurus membuatkan lagi akta kelahiran atas nama 
Jonathan; -----------------------------------------------4---+------------------------------- 

- Bahwa syarat-syarat untuk pengajuan akta kelahiran di Dispendukcapil 
adalah KK asli, fotokopi KTP orang tua, fotokopi buku nikah, fotokopi 
KTP pelapor, fotokopi KTP Saksi (Kaur Kesra), surat lahir dari 
bidan/rumah sakit (asli) dan surat keterangan lahir dari desa; --------------- 

- Bahwa untuk pengurusan akta kelahiran yang kedua karena hilang, 
syaratnya sama dengan syarat saat pengajuan akta kelahiran yang 
pertama ditambah surat keterangan dari desa yang menyatakan akta 
hilang/tidak ada; -------------------------------------------------------------------------- 

- Bahwa mengurus akta kelahiran tidak termasuk dalam tugas pokok 
Saksi sebagai bidan, karena tugas pokok Saksi sebagai bidan adalah 
membantu persalinan; ------------------------------------------------------------------ 

- Bahwa saat mengurus akta kelahiran atas nama Jonathan di 
Dispendukcapil Kabupaten Grobogan, Saksi mengisi identitas dirinya 
dalam blanko/formulir sebagai pelapor; -------------------------------------------- 

- Bahwa secara fisik ada perbedaan antara akta kelahiran yang pertama 
dengan akta yang kedua atas nama Jonathan yang Saksi urus; ------------ 

- Bahwa perbedaan itu yaitu pada nomor register/kode dan tanggalnya, 
namun tidak ada catatan lainnya (seperti "duplikat'atau akta yang 
pertama dinyatakan tidak berlaku), semua sama baik nama anak, nama 


ayah dan nama ibunya; -----------------4--------=-------------------------------------= 
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Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II 
Intervensi telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem 
Informasi Pengadilan (e-court ) di menu acara Kesimpulan pada tanggal 20 
Oktober 2020, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan 
merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara; ---------------------------------------- 

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu 
hal lagi dan mohon putusan; ------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara 


Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan 


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas, -------------------- 
Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini 
adalah Akta Kelahiran Nomor : 12.433/B/2009 atas nama Jonathan Paul Junior 
Sevens, terbit tanggal 5 Agustus 2009 (vide bukti P-1, bukti P-3, dan bukti 
T.Il.i-4); ------------ snare 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah 
mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Juli 2020 yang memuat 
Eksepsi yang meliputi Eksepsi Gugatan Obscuur Libel serta Jawaban pada 
pokok perkara terhadap obyek sengketa, -------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II 
Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Juli 2020 
yang memuat Eksepsi yang meliputi Eksepsi Gugatan Obscuur Libel serta 
Jawaban pada pokok perkara terhadap obyek sengketa; ------------------------------ 
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah 
mengajukan Repliknya tertanggal 4 Agustus 2020 dan atas Replik tersebut 
Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2020 yang 
selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, ---- 
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat 
telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Agustus 2020 dan atas Replik 
tersebut Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Dupliknya, meskipun telah 
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diberi kesempatan yang patut, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam 
Berita Acara Sidang perkara ini; ------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat 
telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-53, dan mengajukan 2 
(dua) orang Ahli yaitu : Saebani, SKM., M.Kes., dan Lapon Tukan Leonard, 
S.H., M.A. yang keterangannya sebagaimana terurai pada duduknya sengketa 
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, ----------------------- 
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat 
telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 hingga T-3, dan tidak mengajukan 
saksi dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang patut, ---------- 
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil. bantahannya Tergugat 
II Intervensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.Il.i-1 hingga T.Il.i-9, dan 
mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : Suyadi, dan Sri Mulyani 
yang keterangannya sebagaimana terurai. pada duduknya sengketa 
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, ----------------------- 
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan seluruh bukti pada 
proses pembuktian, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 100 Jo. 
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara, ---------------------- #0 nana 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian 
terhadap Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal 
pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di 
Peradilan Tata Usaha Negara meliputi hal-hal berikut : -------------------------------- 
1. Tenggang waktu pengajuan gugatan; --------------------------------------+-------- 
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan; --------------------------- 
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan sengketa, ----------------------------=+-------------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
pada angka 1 (satu) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu 
terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim 


mempertimbangkan sebagai berikut : ------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tenggang waktu 
pengajuan Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara Semarang terhadap obyek sengketa a guo berpedoman pada Pasal 55 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan 
Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” serta merujuk pada ketentuan 
mengenai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75, dan Pasal 
76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian 
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif: -- 

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat telah 
mengajukan Surat Keberatan terhadap obyek sengketa yang ditujukan kepada 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, 
dengan suratnya Nomor : 02/IV/IW&P/2020 tertanggal 15 April 2020 (vide Bukti 
P-3), atas keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menanggapinya 
dengan Surat Nomor : 472.11/585/2020 tertanggal 16 April 2020 (vide Bukti P- 
4). Kemudian Penggugat mengajukan Banding Administratif yang ditujukan 
kepada Bupati Grobogan dengan surat Nomor : 03/IV/IW&P/2020 tertanggal 27 
April 2020 (vide Bukti P-6), dan sampai gugatan ini diajukan, Penggugat belum 
menerima jawaban/ tanggapan atas Banding Administratif yang diajukan; -------- 

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang- 
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Badan dan/ 
atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) 
hari kerja yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian 
Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif 
bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan 
puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima, oleh karena 
Bupati Grobogan tidak menyelesaikan Banding Administratif yang diajukan 


Penggugat tertanggal 27 April 2020, maka pengajuan gugatan Penggugat ke 
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Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap obyek sengketa a guo 
pada tanggal 15 Juni 2020 tidak melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan: - 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di 
atas, oleh karena pengajuan gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 
pengajuan gugatan maka aspek formal pengajuan gugatan angka 1 (satu) yaitu 
terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah telah 
sesuai dan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan tersebut, ----------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
pada angka 2 (dua) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu 
terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a guo, Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : --------------------------=------------------ 
Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur 
kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menganut asas actio 
popularis, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata 
yang mempunyai kepentingan (waar geen belang geen actie), ------------ 
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2004 menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat 
mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi 
tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan 
batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau 
rehabilitasi”; -----+--------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini Sevens Paul Jan Jeannine 
adalah pihak yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 atas 
nama Jonathan Paul Junior Sevens, terbit tanggal 5 Agustus 2009 (vide bukti 
P-1, bukti P-3, dan bukti T.II i-4) sebagai ayah kandung dari Jonathan Paul 
Junior Sevens, sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa a guo, yang 
diterbitkan oleh Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Grobogan. Dengan demikian, Sevens Paul Jan Jeannine 


merupakan pihak yang berkepentingan langsung atas obyek sengketa tersebut, 
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sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan mengajukan 
gugatan; ------------------------------=------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya 
Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan Paul Junior 
Sevens terbit tanggal 5 Agustus 2009 (vide bukti P-1, bukti P-3, dan bukti 
T.Il.i-4), sedangkan terdapat temuan fakta hukum baru, yaitu Hasil Pemeriksaan 
DNA Paternitas yang menyatakan Paul Jan J Sevens (Penggugat) tersingkir 
dari kemungkinan sebagai ayah kandung An. Jonathan Paul Junior Sevens 
(vide Bukti P-2 = T.Il.i.-5), sehingga Penggugat mengalami kerugian apabila 
nama Penggugat tetap dicantumkan sebagai ayah kandungnya, karena ada 
kewajiban memberi nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan 
lain-lain secara finansiil untuk Jonathan Paul Junior Sevens; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formal 
pengajuan gugatan yaitu adanya Kepentingan untuk mengajukan Gugatan 
(legal standing); 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
dan menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, 
memutus dan menyelesaikan perkara a quo atau tidak sebagai berikut; ----------- 

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengadilan 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 
tata usaha negara”; -----------------------------------------------------------------=------------ 

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang 
dimaksud dengan “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul 
dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata 
dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di 


daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk 
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sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku." -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 
tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata 
Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata 
Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha 
Negara, ----335----—---- 25220000 aan Na 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha 
Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang 
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, ---------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- 
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan 
bahwa “Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan 
Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan 
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;--------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang- 
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat 
bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya 
sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : ---------- 
(1) Penetapan Tertulis; --------------------------------------------------------------------- 
(2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, ------------------- 
(3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; ------------------------------------- 
(4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ---------------- 
(5) Bersifat Konkret,Individual dan Final; ---------------------------------------------- 
(6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 


perdata; ---------------------------------------=--===-----------------------------------=-= 
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Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat 
Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha 
Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha 
Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain 
keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak 
terpenuhi; -------------------------------------------------------------------------------------- ===- 

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian 
Majelis Hakim obyek sengketa a quo yang diajukan Penggugat yaitu Akta 
Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens, 
terbit tanggal 5 Agustus 2009 (vide bukti P-1, bukti P-3, dan bukti T.II i-4) 
adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dalam kedudukannya sebagai 
Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang 
berupa pencatatan peristiwa Kelahiran tersebut, bersifat konkret karena telah 
nyata, bersifat individual karena pencatatan peristiwa kelahiran ditujukan atas 
anak yang bernama Jonathan Paul Junior Sevens (Tergugat II Intervensi) 
dengan mencantumkan nama Sevens Paul Jan Jeannine (Penggugat) sebagai 
ayah dan Paniyem Al Fani sebagai Ibunya, bersifat final karena Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dalam menerbitkan 
obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau 
instansi lain. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 
obyek sengketa a guo telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai 
suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 
9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha 
Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dengan 
demikian obyek sengketa a guo telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata 
Usaha Negara dan terhadap sengketa a guo Pengadilan Tata Usaha Negara 
berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, -------------------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka 
Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi 


kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, 
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dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara 
absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa 
tata usaha Negara in litis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ------------------------------------ 
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi 
aspek formal. gugatan dan secara absolut Pengadilan berwenang untuk 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis, maka selanjutnya 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh 
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai 
berikut;--------------------------------------------------------------4-------------------------------- 
I. Dalam Eksepsi 
Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang Gugatan 
Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat menggugat 
keberadaan obyek sengketa dengan terminologi pembatalan, perubahan dan 
pencabutan, sedangkan dalam petitum menggunakan terminologi Pembatalan 
dan pencabutan, sehingga akan membuat tidak jelas/ kabur dalam menerapkan 
perlakuan hukum yang akan digunakan atas obyek sengketa, ----------------------- 
Menimbang, bahwa terkait dengan kriteria jelas atau tidaknya suatu 
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada terpenuhi 
atau tidaknya syarat formal gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 
(1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, yaitu sepanjang suatu gugatan telah memuat identitas para 
pihak dan kuasanya, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh 


Penggugat, maka dapat dikatakan sebagai suatu gugatan yang jelas secara 


Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat tersebut menurut 
Majelis Hakim bukanlah materi eksepsi yang bersifat Ekseptif namun materi 
yang berkaitan dengan Pokok Perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan 


didalam bagian eksepsi ini; ----------------------+--------------------------------------------- 


Hal. 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor:44/G/2020/PTUN.Smg 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi 
mengenai Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena obyek gugatan 
salah yaitu bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Akta Kelahiran Nomor 
12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens terbit tanggal 5 
Agustus 2009, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Jonathan 
Paul Junior Sevens yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Grobogan adalah Nomor : 0105/ALT/2010 dan diterbitkan pada 
tanggal 12 Januari 2010, dipertimbangkan sebagai berikut, --------------------------- 

Menimbang, bahwa atas Surat Penggugat Nomor : 0W/VII/IW&P/2020 
tertanggal 17 Juli 2020 yang ditujukan kepada Tergugat perihal mohon 
penjelasan tentang Register Akta Kelahiran Nomor : 12.433/B/2009 terbit 
tanggal 5 Agustus 2009 dan Akta Kelahiran Nomor : 0105/ALT/2010 terbit 
tanggal 12 Januari 2010 yang keduanya atas nama Jonathan Paul Junior 
Sevens (vide Bukti P-8), serta Surat Penggugat Nomor : 05/VIIIW&P/2020 
tertanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan kepada Tergugat perihal mohon 
penjelasan/ klarifikasi kali kedua tentang Register Akta Kelahiran Nomor : 
12.433/B/2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 dan Akta Kelahiran Nomor : 
0105/ALT/2010 terbit tanggal 12 Januari 2010 yang keduanya atas nama 
Jonathan Paul Junior Sevens (vide Bukti P-9), yang selanjutnya Tergugat 
memberikan Jawaban dengan surat Nomor : 472.11/903/2020 tertanggal 29 Juli 
2020 perihal Penjelasan tentang Akta Kelahiran Nomor : 12.43/B/2009 dan Akta 
Kelahiran Nomor 0105/ALT/2010 tanggal 12 Januari 2010 an. Jonathan Paul 
Junior Sevens, yang menegaskan bahwa Kedudukan Kutipan Akta Kelahiran 
Nomor : 12.433/B/2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul 
Junior Sevens adalah sah dan berlaku sampai saat ini, sementara Kutipan Akta 
Kelahiran Nomor 0105/ALT/2010 tanggal 12 Januari 2010 atas nama Jonathan 
Paul Junior Sevens karena memiliki isi/ substansi dengan Kutipan Akta 
Kelahiran Nomor : 12.433/B/2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 atas nama 
Jonathan Paul Junior Sevens maka atas dokumen tersebut tersimpan/ berada 
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan atas dua Kutipan 


Akta Kelahiran yang memiliki kesamaan isi/ substansi tersebut tidak terdeteksi 
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dikarenakan sistem penerbitan kutipan akta kelahiran pada waktu itu masih 
bersifat manual/ belum on line (vide Bukti P-10): ---------------------------------------- 

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P-10 a guo obyek gugatan 
Penggugat yaitu Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan 
Paul Junior Sevens terbit tanggal 5 Agustus 2009 (vide bukti bukti P-1, bukti 
P-3, dan bukti T.Il.i-4) merupakan akta yang diakui oleh Tergugat sah dan 
berlaku, sedangkan Akta Kelahiran Nomor : 12.433/B/2009 terbit tanggal 5 
Agustus 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens dan Kutipan Akta 
Kelahiran Nomor 0105/ALT/2010 tanggal 12 Januari 2010 atas nama Jonathan 
Paul Junior Sevens tidak pernah dibuktikan di persidangan yang menurut Bukti 
P-10 merupakan akta yang memiliki isi/ substansi yang sama dengan obyek 
sengketa dan disimpan/ (ditarik kembali) berada di Kantor Tergugat, oleh 
karenanya Penggugat sudah tepat menjadikan Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B 
/ 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens terbit tanggal 5 Agustus 2009 
(vide bukti P-1, bukti P-3, dan bukti T.Il.i-4) sebagai obyek gugatan sehingga 
gugatan Penggugat tidak salah obyek; ----------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim 
berpendapat bahwa dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang Gugatan 
Penggugat kabur (obscuur libel) karena obyek gugatan salah adalah dalil 
eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan harus diyatakan tidak diterima, ------ 

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang 
gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) telah dinyatakan tidak 
diterima sedangkan materi eksepsi Tergugat bukanlah materi yang bersifat 
ekseptif, maka gugatan Penggugat yang telah memenuhi aspek formal gugatan 
dan eksepsi Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 
dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut, ------------------ 
Il. Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa berdasar pertentangan. dalil Gugatan Penggugat 
dengan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya 


menyatakan bahwa telah ada fakta hukum baru dengan adanya Hasil 
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pemeriksaan DNA Paternitas No. UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020, diterbitkan 

oleh Laboratorium Forensik dan Medikolegal Unit Biologi Molekuler Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dengan kesimpulan “Tn. Paul 

Jan J Sevens tersingkir dari kemungkinan sebagai ayah kandung An. Jonathan 

Paul Junior Sevens” yang membawa akibat/ konsekuensi hukum terhadap Akta 

Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens 

terbit tanggal 5 Agustus 2009, maka pokok perkara dalam sengketa ini pada 

pokoknya adalah apakah obyek sengketa cacat hukum atau tidak, telah sesuai 
ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; ---------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasar alat-alat bukti dan keterangan saksi di 
persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, ---------------------------- 

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan secara sah antara Paul Jan J Sevens 
(Penggugat) dengan Fani yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 
830/19/X11/2005 tanggal 29 Desember 2005 (vide Bukti T-3), yang 
kemudian pernikahan tersebut berakhir karena sebab perceraian 
sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi 
Nomor : 1864/Pdt.G/2014/PA Pwd (vide Bukti P-30), sehingga telah terbit 
Akta Cerai Nomor : 3145/AC/2014/PA.Pwd tanggal 15 Desember 2014 
yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi (vide Bukti P-31): ------ 

2. Bahwa dalam pernikahan antara Paul Jan J Sevens (Penggugat) dengan 
Fani tersebut, lahir seorang anak laki-laki bernama Jonathan Paul Junior 
Sevens di Grobogan pada tanggal 15 Juli 2009, sebagaimana tertuang 
dalam Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 terbit tanggal 5 Agustus 2009 
(vide bukti bukti P-1, bukti P-3, dan bukti T.Il.i-4), --------------------- 

3. Bahwa setelah perceraian tersebut, baik Penggugat dan mantan isteri 
(Saudari Fani) telah menjalani kehidupan masing-masing, dimana anak 
laki-laki bernama Jonathan Paul Junior Sevens berada di bawah asuhan 
ibunya (Saudari Fani), dan sejak perceraian tersebut sampai bulan Maret 
2019, Paul Jan J Sevens (Penggugat) tetap menjalankan kewajiban selaku 
ayah terhadap anak laki-laki tersebut dengan memberikan nafkah untuk 


biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain, meskipun 


Hal. 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor:44/G/2020/PTUN.Smg 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


kemudian Penggugat tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya, yaitu 
sejak bulan April 2019 hingga gugatan atas kelalaian kewajiban ayah 
kandung dalam memberi nafkah diajukan oleh Saudari Fani ke Pengadilan 
Agama Semarang pada tanggal 27 Juni 2020 (vide Bukti P-26), -------------- 
4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Paul Jan J Sevens (Penggugat) 
menerima surat dari Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan 
terkait adanya Laporan pengaduan dari Saudari Fani/ mantan isteri 
Penggugat (vide Bukti P-24), dan selanjutnya berdasarkan dalil gugatan 
Penggugat pada halaman 6 angka 6 dikaitkan dengan dalil Jawaban 
Tergugat II Intervensi halaman 5 angka 7 diperoleh fakta bahwa terhadap 
surat panggilan dari Polrestabes Semarang tersebut pihak Penggugat telah 
memenuhi panggilan tersebut dengan memberikan keterangan kepada 
Penyidik, sekaligus menyampaikan keraguan kepada Penyidik tentang 
apakah betul Jonathan Paul Junior Sevens anak Penggugat atau bukan, 
dan Penyidik merespon dengan memfasilitasi untuk diadakan test DNA dan 
hal tersebut disetujui oleh Saudari Fani; ---------------------------------------------- 
5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, telah terbit Laporan Pemeriksaan 
DNA Paternitas No. UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020 oleh Laboratorium 
Forensik dan Medikolegal Unit Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro Semarang dengan hasil kesimpulan bahwa “Tn. 
Paul Jan J Sevens tersingkir dari kemungkinan sebagai ayah kandung An. 
Jonathan Paul Junior Sevens, anak kandung Ny. Fani hipotesis tidak 
terbukti” (vide Bukti P-2 = T.Il.i.-5); --------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasar pokok sengketa dan fakta-fakta hukum 
tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok 
sengketanya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut : ----------------- 
(3) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi 
pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam 


puluh) hari sejak kelahiran; ------------------------------------------------------------- 


Hal. 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor:44/G/2020/PTUN.Smg 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60 


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 


(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan 
Kutipan Akta Kelahiran; ----------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 31 dan Pasal 60 Peraturan Presiden 

Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : ------------------------------------ 

Pasal 31 : “Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas : (a) kelahiran, 

dan (o) pembatalan akta “; ------------------------------------- 

Pasal 60 huruf a : “Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi 

penduduk harus memenuhi persyaratan salinan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap “; -------------------=--------------------------------- 

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 
angka 25, Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 62 huruf a, b dan d Peraturan 

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 


Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan 


Pasal 1angka2 : “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa penting yang 
dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil 
pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
kabupaten/ kota “; --------------------------------------------------- 

Pasal 1 angka 25: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh 


“ 


seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati , ... 


Pasal 13 ayat (1) huruf m : “ Peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf b, terdiri atas : pembatalan akta 
Pencatatan Sipil “; -----------------+---=----------------------------- 

Pasal 62 huruf a, b dan d : “ Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil diselenggarakan dengan prinsip : ------------------------- 


a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat ;-- 
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b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan 
kebenaran dan keabsahan data Penduduk ; ---------------- 
d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat 
dipertanggungjawabkan “; ---------------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasar berbagai Peraturan Perundang-undangan 
yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran adalah 
pencatatan peristiwa penting yaitu kelahiran yang dialami oleh seseorang 
dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
kabupaten/ kota yang diselenggarakan dengan prinsip antara lain sistem 
verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data 
Penduduk serta pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat 
dipertanggungjawabkan artinya data yang tercantum di dalamnya harus 
merupakan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan: ----------- 
Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor 
12.433/ B / 2009 atas nama Jonathan Paul Junior Sevens terbit tanggal 5 
Agustus 2009 (vide bukti P-1, bukti P-3, dan bukti T.Il i-4) mencantumkan 
data bahwa pada pokoknya telah lahir Jonathan Paul Junior Sevens (Tergugat 
II Intervensi) anak ke satu laki-laki dari suami istri Sevens Paul Jan Jeannine 
(Penggugat) dengan Paniyem Al Fani yang artinya Tergugat II Intervensi 
merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Paniyem Al Fani. Apabila 
dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas, 
permasalahan yuridisnya adalah apakah data yang tercantum dalam obyek 
sengketa a quo adalah data yang akurat, valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan ?; -----------------------------------------------------------+---------= 
Menimbang, bahwa terhadap diri Tergugat II Intervensi, Penggugat dan 
Paniyem Al Fani telah dilakukan Tes DNA Paternitas dengan Laporan Hasil 
Pemeriksaan yang menyatakan pada pokoknya Tn. Paul Jan J Sevens 
(Penggugat) tersingkir dari kemungkinan sebagai ayah kandung An. Jonathan 
Paul Junior Sevens (Tergugat II Intervensi) (vide Bukti P-2 = T.ILi.-5), ----------- 
Menimbang, bahwa Ahli Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas 
Kedokteran UNDIP yang diajukan oleh Penggugat bernama Saebani, SKM., 


M.Kes pada persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa untuk 
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menentukan seorang sebagai ayah biologis dengan test DNA kemungkinannya 
99,9 %, yang apabila dihubungkan dengan Bukti P-2 = T.Il.i.-5, Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa bukti-bukti dan keterangan Ahli tersebut merupakan bukti 
ilmiah (scientific evidence) yang akurasi dan validitasnya dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga secara hukum telah ditemukan fakta baru 
atas obyek sengketa yang dapat dibuktikan dengan kebenaran berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi; ------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa atas dasar Bukti P-2 = T.Il.i.-5 dan keterangan Ahli 
tersebut membuktikan bahwa secara yuridis data yang tercantum dalam obyek 
sengketa tidak sesuai dengan keadaan faktual yang ada. Sementara filosofi 
dan esensi dari Akta Kelahiran adalah dimaksudkan sebagai pencatatan 
kelahiran seseorang anak, dengan menyebutkan ayah kandung dan ibu 
kandungnya secara akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang 
membuktikan peristiwa kelahiran, ------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa (vide bukti P-1, 
bukti P-3, dan bukti T.Ili-4) yang pada pokoknya menerangkan bahwa 
Jonathan Paul Junior Sevens (Tergugat II Intervensi) anak ke satu laki-laki dari 
suami istri Sevens Paul Jan Jeannine (Penggugat) dengan Paniyem Al Fani 
yang artinya Tergugat II Intervensi merupakan anak kandung dari Penggugat 
dengan Paniyem Al Fani, berdasarkan Bukti P-2 = T.Il.i.-5 dan keterangan Ahli 
Saebani, SKM., M.Kes, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a 
guo merupakan akta kelahiran yang tidak didasarkan pada data yang akurat, 
valid dan dapat dipertanggungjawabkan, hanya saja baru diketahui pada saat 
terbitnya Bukti P-2 = T.Il.i.-5, sehingga terbukti bahwa obyek sengketa cacat 
substansi secara yuridis, ------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat fakta hukum baru berdasar 
data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan berupa Tes DNA 
dengan Hasil Pemeriksaan DNA Paternitas yang menyatakan Paul Jan J 
Sevens (Penggugat) tersingkir dari kemungkinan sebagai ayah kandung An. 
Jonathan Paul Junior Sevens (Tergugat II Intervensi) (vide Bukti P-2 = TL.II.i-5), 


maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan 
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hukum sebagai orang tua dan anak dengan Tergugat II Intervensi 
sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa, ----------------------------------------- 
Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pada pokoknya : 
“Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat d. fakta baru”, 
selanjutnya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang tersebut 
menjelaskan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam 
negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 
penyelenggaraan pemerintahan, ------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa : 
“ keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : substansi ” Jo. 
Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan menyebutkan : “ Pembatalan Akta dilakukan atas 
permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum 
karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar 
dan tidak Sah.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a 
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 
Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan 
bahwa : “Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi penduduk harus 
memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap", ------------------------------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut dihubungkan dengan 
fakta hukum terhadap obyek sengketa yang didasarkan pada kebenaran 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa Hasil Pemeriksaan DNA 
Paternitas No. UM.01.05/X.1.3.17.4/003/2020 tanggal. 17 Januari 2020 
diterbitkan oleh Laboratorium Forensik dan Medikolegal Unit Biologi Molekuler 
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dengan hasil 


kesimpulan bahwa “Tn. Paul Jan J Sevens tersingkir dari kemungkinan sebagai 
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ayah kandung An. Jonathan Paul Junior Sevens, anak kandung Ny. Fani 
hipotesis tidak terbukti” (vide Bukti P-2 = T.Il.i.-5) dan keterangan Ahli Saebani, 
SKM., M.Kes sebagai kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa telah 
diterbitkan tidak didasarkan pada data yang akurat, valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga terdapat cacat substansi yuridis, hal mana 
telah bertentangan dengan maksud subtansi Pasal 63 ayat (1) huruf d dan 
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan: ------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 63 ayat 
(1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan mengatur pada pokoknya : “Keputusan dapat dilakukan 
perubahan apabila terdapat : d. fakta baru, dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) 
huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan yang menyebutkan bahwa : “ keputusan hanya dapat dibatalkan 
apabila terdapat cacat : substansi ” Jo. Penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2006. tentang Administrasi Kependudukan 
menyebutkan : “ Pembatalan Akta dilakukan atas permintaan orang lain atau 
subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan 
didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.”, dan sesuai Pasal 
89 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 
tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 
Sipil disebutkan bahwa : “Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi 
penduduk harus memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap", maka untuk merubah akta tersebut terlebih 
dahulu dilakukan pembatalan atas obyek sengketa tersebut dengan putusan 
pengadilan, karena terdapat cacat substansi secara yuridis, dengan demikian 
telah cukup berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk 
membatalkan obyek sengketa; --------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dibatalkan, maka 


berdasar ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b berdasar dan beralasan hukum 
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kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa dan agar 
fungsi akta kelahiran sebagai tanda bukti pencatatan peristiwa kelahiran 
seorang anak memberikan kepastian hukum perlu untuk diperintahkan kepada 
Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru berupa Akta 
Kelahiran terhadap Tergugat II Intervensi tanpa mencantumkan nama 
Penggugat sebagai ayahnya berdasar Bukti P-2 = T.Il.i.-5, -------------------------- 
Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya seluruh petitum gugatan 
Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya 
dan berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 
dihukum untuk membayar biaya yang besarnya akan ditentukan dalam amar 
putusan ini secara tanggung renteng; --------------------====------------------------------- 
Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum dalam Pokok 
Perkara in litis, pada dasarnya materi muatan eksepsi Tergugat secara mutatis 
mutandis telah dipertimbangkan sehingga Eksepsi Tergugat juga tidak diterima, 
Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan 
bahwa untuk membatalkan obyek sengketa, selain berdasar Putusan 
Pengadilan diperlukan penyerahan obyek sengketa sebagaimana disampaikan 
dalam Kesimpulan Tergugat maka secara yuridis dapat diselesaikan 
sebagaimana Tergugat menarik kembali/ menyimpan Kutipan Akta Kutipan Akta 
Kelahiran Nomor 0105/ALT/2010 tanggal 12 Januari 2010 atas nama Jonathan 
Paul Junior Sevens di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau 
setidaknya menyatakan tidak berlakunya obyek sengketa karena telah 
dibatalkan berdasar Putusan ini; ------------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah 
diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim, namun 
berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa 
yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian,atas 
dasar itu untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini digunakan alat-alat 
bukti yang relevan sedangkan alat-alat bukti lain dan selebihnya tetap terlampir 


dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini, ------------ 
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Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden 
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 
108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 
Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan 


Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan: 


I. Dalam Eksepsi : 
- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, - 
II. Dalam Pokok Perkara : 
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, ---------------------- 
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat tentang Akta Kelahiran 
Nomor 12.433/ B / 2009 tercatat atas nama Jonathan Paul Junior 
Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009, -------------------- 
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat tentang 
Akta Kelahiran Nomor 12.433/ B / 2009 tercatat atas nama Jonathan 
Paul Junior Sevens yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2009: ---- 
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang 
Akta Kelahiran atas nama Jonathan Paul Junior Sevens sebagai anak 
dari seorang ibu/ perempuan bernama Paniyem Al Fani ; ----------------- 
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar 
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.365.000,-(tiga 


ratus enam puluh lima ribu rupiah), -----------+---=------------------------------ 


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, 2 November 2020 
oleh kami, Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua 
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Majelis, Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H. dan Erna Dwi Safitri, S.H., masing- 
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 3 
November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rony 
Julistiono,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha 
Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa 


Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik. 


Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis, 
Ttd. Ttd. 
Dr. Eko Yulianto, SH.,MH. A. Riziki Ardiansyah, SH.,MH. 
Ttd. 


Erna Dwi Safitri, SH. 


Panitera Pengganti, 


Ttd. 


Rony Julistiono, S.H., M.H. 


Hal. 68 dari 68 Halaman Putusan Nomor:44/G/2020/PTUN.Smg 


Disclaimer 


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada Situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68 


